BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

PUTUSAN
Nomor Register : 001/PS.REG/64.6404/1X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur memeriksa dan
memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan,
permohonan dari :

1. 3. Nama : H. SAYYID ABDAL NANANG
AL HASANI
~.b. No. KTP . 6408040202650004

> JI. Yos Sudarso IV RT. 017 Kel. Teluk
Lingga Kec.Sangatta Utara,
Kab. Kutai Timur

: Sangatta, 02 Februari 1965

- Ketua Koperasi TKEM

2.a. Nama . DR. IR. RUSMIATI, MP
b. No. KTP . 64080461011880001
c. Alamat . JI Hidayatullah, GG Hikmah B No. 8

RT. 003, Kel.Teluk Lingga, Kec. Sangatta
Utara, Kab. Kutai Timur.

d. Tempat, Tanggal Lahir . Gumilir, 21 Januari 1966

e Pekerjaan/Jabatan . Dosen

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur atau Fasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, kepada KPU Kabupaten Kutai Timur



=

dan ditetapkan sebagai Bakal Fasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kutai Timur atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kutai Timur vang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU
Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Andi Corawali Makmur, S.H

2. 5n Winarti, S.H
Advokat yang berkantor pada kantor hukum Andi Corawali Makmur, S.H
beralamat di Jalan Yos Sudarso IV RT 017-Kel, Teluk Lingga Kec. Sangatta
Utara, Kab. Kutai Timur,
Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 22 Agustus 2020, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pemohon.

Dalarn hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas
keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur berupa Berita Acara Model BA 7-KWK
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Persezorangan dalam Pemilihan
Bupat dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa
Perbaikan, pada hari hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan
AW éy ranie Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan

@Tﬂ ada.
1, ( Arifedidin, S H., M.H (Advokat)

=
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Surasman, S.H (Advokat)
Saddam Khaolik, 5.H (advokat)

2 |

3

4 Tubagus Gilang Hidayatullah, 5 H (Jaksa Pengacara MNegara)
5. Wawan Setiawan, S.H (Jaksa Pengacara Negara)

6 Tina Mayasari, S.H., M.H (Jaksa Pengacara Negara)

7 Rudi Susanta, S H,. M.H (Jaksa Pengacara Negara)

8 Dony Dwi Wijayanto, S.H (Jaksa Pengacara Negara)

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat dan
Jaksa Fengacara MNegara, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, para
Advokat berkedudukan di Samarinda dengan alamat Jalan Jendral Ahmad
Yani No 26, RT.09, Kel. Sungai Pinang Dalam, Alamat Jaksa Pengacara
Jalan: Prof Baharuddi Loppa, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, baik
sendin-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
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Fermohonan diajukan pada tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua
ribu dua puluh yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur pada tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun
Dua Ribu Dua Puluh dan dicatat dalam Buku Register Permohonan
Penyelasaian Sengketa Pemilihan pada tanggal Satu Bulan September Tahun
Dua Ribu Dua Puluh dengan Nomor Register 001/PS.REG/64.6404/1X/2020.

Membaca permohonan Pemaohon;

Mendengar keterangan Pemohon:

Membaca jawaban Termohon:

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Termohon:
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon:
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon:

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa pemilihan dengan MNomor Register : 001/PS.REG/64 6404/1X/2020

tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dengan

%\ ﬁmﬂhﬁan sebagai berikut:

4

il

ﬁ. Pﬂﬂﬂl{ PERMOHONAN PEMOHON

Eahwg,au bstansi permohonan ini adalah proses lahimya Berita Acara Model BA 7-KWK
_F-'Ersanrangan Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutal Timur berupa Berita Acara Model BA.7 KWK Perseorangan, Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur. Bahwa kedua Berits Acara terssbut
adalah satu kesatuan yang akibat diterbitkannya, maka Pemchon mengalami kerugian
secara langsung baik Moril maupun Materi.

1. Kerugian Maoril

a) Bahwa Pemohon adalah salah satu Putra Putri Daerah terbaik Kabupaten Kutal
Timur yang jelas memiliki hak konstitusional untuk dapat ikut bertarung dalam
kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun
2020

b) Bahwa Pemohon jelas pula telah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan




oleh Peraturan Perundangan berlaku untuk dapat mengikuti kentestasi Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, Akibat objek
sengketa yang dibuat oleh Termohon berpotensi kehilangan dukungan sebagai
berikut;

1. Pada verfak pertama dari 25.835 berkas dukungan, hanya 25027 yang
dinyatakan dapat di vermin. Dari angka 25027 tersebut, hanya 23.207 yang
dapat di verfak, Dan 23.207 yang di verfak hanya 12 701 dukungan yang
dinyatakan memenuhi syarat, Dengan demikian patensi kehilangan dukungan
Pemohon adalah 23.207-12.701=10.508 Dengan demikian potensi
kehilangan yang Pemohon alami akibat kelalaian termohon dalam melakukan
verfak adalah 10.506 dukungan;

2. Pada Verfak Perbaikan dari 23.145 berkas dukungan perbaikan, hanya
20.389 yang dinyatakan dapat di vermin, Dani angka 20.389 tersebut, hanya
16,893 yang dapat di verfak. Dari 16883 yang di verfak hanya 3.617
dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat, Dengan demikian potensi
kehilangan dukungan Pemohon adalah 16.893-3617=13.276, Dengan
demikian potensi kehilangan dukungan yang Pemohon alami akibat kelalaian
Termaohon dalam melakukan verfak perbaikan adalah 13276 dukungan.

c) Ketdakikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kutai Timur 2020, tentu saja mencederai semangat dukungan dan
%. fj r-.h\keil‘gglnan massa Putra Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk dapat dipimpin aleh
E S f.' 'ttant_ﬁdat dari kalangan mereka sendiri,

Iltl} Femohon sendiri merasa malu dan bertanggung jawab secara moril kepada
masyarakat khususnya pendukung Pemochon bila tidak dapat mewakil
Masyarakat Kutai Timur dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kutal Timur Tahun 2020. Rasa bersatah terhadap masyarakat khususnya para
pendukung Pemohon serta kegagalan Pemchon untuk dapat menjadi peserta
dalam kontestasi merupakan aib yang dalam budaya ketimuran merupakan

sesualu yang sepatutnya dapat dihindan oleh masyarakat pada umumnya dan
Pemohon pada khususnya. Bahwa kerugian moril ini jelas fidak dapat disertakan
dengan nominal ekonomis atau rupiah tertentu,

2. Kerugian Materi.
Bahwa kerugian materi PEMOHON dapat diuraikan dalam table berikut:

Rincian Anggaran Biaya

|Hn URAIAN VOL |SATUAN | HARGA(Rp) | JUMLAH (Rp)

|1 Biaya Penggalangan | 1 Tahun | 800.000.000 | 800.000.000
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Dukungan (Pencari |
|
KTP) !
2. | MOD Penggalangan | 1 | Paket 300.000.000 | 300.000.000
Dukungan |
3. | Gaji i 1 |
a. LO Desa (160x3 | 160°3 | 1.500.000 720.000.000
bulan X '
1.500.000
b. LO Kecamtan (18 | 18*3 1.750.000 24 500.000
¥ 3% 1.750.000)
c. LO Kabupaten (3 |3*3 | 2.000.000 18.000.000
x 3 x 2.000.000
d. Honor Tim Admin | 15*5 | 1.500.000 112.500.000
[
(15x5x1,500.000) ' |
4, | Atribut 1 Paket  |300.000.000 @ 300.000.000
5 | Ops Verifikasi Fakiual | 1 Paket 150.000,000  150.000.000
Tahap | '
6. | Ops Verifikasi Faktual 1 Paket 100.000,000 | 100.000.000
« | Tahap 2 !
%”\?. i\IATH, Fotocopy, dil |1 Paket | 125.000.000 | 125.000.000
'8 Dan laindain | Paket | 150.000.000 | 150,000,000
5 | Sosialisasi Calon | 100 [Ttk | 50.000.000 | 5.000.000.000 |
Perseorangan L |
10 | Ops. Tim Pengumpul | 5006 | Org/bin | 1,.000.000 | 3.000.000.000 |
' Dukungan I I
e
Total | | 10.870.000.000

B. JAWABAN TERMOHON
1. Bahwa Termohon dengan legas menyatakan menolak dalil-dalil permohonan
Pemohon, kecuall yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannys oleh
Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan mengenai adanya

kerugian langsung berupa kerugian Moril dan Kerugian Materil,
diterbitkannya Berita Acara Model BA.7-KWK Persecrangan Perbaikan tanggal
21 Agustus 2020 Tentang Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan

sabagal akibat




Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupali dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Juncto Berita Acara Model BA.7-KWEK Perseorangan, dalil tersabut
sangat tidak beralasan, oleh karena

a, Berta acara tersebut tidak ada kaitaannya dengan dengan kerugian yang
Pemohon dalilkan;

b. Dugaan adanya kerugian materil dan moril tersebut bukan kewenangan
Majelis Musyawarah Bawaslu Kutai  Timur untuk menilai dan
menyalesaikan;

. Terkait dengan selisih dari berkas dukungan dari angka 25635 menjadi
25027 yaitu dengan selisih 608 dikarenakan berdasarkan indikator
pengecekan formulir Model B 1-KWK Perseorangan dinyatakan tidak
lengkap dan pencoretan  dilakukan oleh  Tim Penghubung Pemochon
yang diberikan mandat serta dibubuhi paraf Sebagaimana tertuang
dalam Keputusan KPU Nomer 82/PL.02 2-Kpt0&/KPU/I2020, halaman 23
dan 25;

d. Kemudian terkait Verifikasi Faktual dari angka 25027 menjadi 23.027
yang dapat di wverfak hanya 12701 dukungan yang dinyatakan
memenuhi syaral. Proses ini sudsh sesuaidengan PKPU  Nomor 18
Tahun 2019 Pasal 23, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 24 dan Pasal 25;

~g. Bahwa oleh karena dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut tidak berdasar,

: 3. rﬁ“““ﬁ. 1I maka dalil —dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

3 Bahwa terhadap dalil - dali Pemohon dalam alasan Permohanan angka 1
sampai dengan angka 4, oleh karena dalil-dalil tersebut merupakan kutipan dari
peraturan perundang — undangan mengenai mekanisme serta tata cara
pengajuan calon perseorangan. Maka tidak perlu Termohon tanggapi;

4. Bahwa terhadap dali Pemohon angka 5 dan angka & yang pada pokoknya
mengenal penyerahan data dukungan kepads Termohon, sehingga tidak periu
ditanggapi. Terhadap 626 dukungan dinyatakan tidak lengkap karena memang
lidak ada dalam B1.1-KWK persecrangan, demikian pula dalil Pemohon angka 7.
adalah tidak benar Termchon tidak memperlihatkan kepada LO Pemohon isi
B1.1-KWK karena dokumen tersebut yang menginput ke SILON. yang mengeprin
dari SILON dan yang menggandakan adalah Pemohon sendiri;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 7 dan angka 9, yang pada pokoknya
menguraikan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faciual. hasil verifikasi
tersebut sudah sesual dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 23. PKPU
Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 24 dan Pasal 25

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10 sampai dengan angka 16 yang

merupakan keberatan terhadap verifikasi Faktual pertama yang menetapkan




bahwa Pemohon hanya mendapatkan dukungan sebanyak 12701 (dua belas
rbu tujuh ratus satu) dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai
dukungan, Termohon tanggapl sebagai berikut -

a. Bahwa penetapan hasil rekapitulasi verifikasi faktual dukungan pasangan
calon perseorangan dalam Pleno tanggal 21 Juli 2020 di Tingkat Kabupaten
sudah dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku dan dihadiri oleh
Bakal Pasangan Calon/ Tim Penghubung dan Bawaslu Kabupaten. Selama
pleno keberatan yang diajukan oleh Pemochon tidak diserta dengan bukti
pendukung, sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan;

b, Bahwa mengenai keberatan Pemohon, dalam Lampiran Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia MNomor 82/P1L.02 2-
Kpt/06/Kpulli/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan
Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota
Dan Wakil Wall Kota Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020. Ditegaskan
bahwa setiap keberatan harus disertai dengan bukti, jika dapat dibuktikan
maka dilakukan pembetulan sesuai dengan bukti tersebut, namun jika tidak
disertai bukti namun tetap keberatan, maka hanya akan dicatat dalam
lampiran Berita Acara. (vide bagian D angka 2 huruf C nomor 3 SK KPU No

. | s, B2IPL.02.2-Kpt/0B/KPU/MIV2020, tanggal 10 Februari 2020);
%’fj% C. ﬁm'Eahwa terhadap keberatan Pemohon yang mempersoalkan prosadur
\ Verifikasi faktual pertama yang hanya sebanyak 12,701 (dua belas ribu tujuh
ratus satu) dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS). Keberatan
Termohon tersebut sudah tidak relevan lagi, oleh karena Termohon sudah
diben kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen dukungan bakal
pasangan calon perseorangan. Dan kesempatan tersebut telah dimanfaatkan
oleh Pemohon, meskipun faklanya tetap tidak mencukupi syarat dukungan
untuk menjadi bakal pasangan calon independen dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020,

d. Bahwa terhadap anggapan Pemohon bahwa Termohon telah mengabaikan
prosedur yang telah diatur dalam PKPU, khususnya dalam verifikasi faktual
Keberatan Pemohon tersebut selain sudah tidak relevan, juga tidak berdasar
Oleh karena sebelum data hasil venfikasi fakiual tersebut sampai kepada
Termohon, data tersebut telah diferifikasi berjenjang mulai dari tingkat PPS,
kemudian PPK dan dalam tingkatan tersebut ada keterlibatan Pemchon;

e Bahwa tdak benar Termohon mengabaikan masukan dari Pemohon,
khususnya dalan verifikasi virtual, karena Verifikasi secara virtual hanya

dapat dilakukan bagi pendukung yang berada di luar wilayah pemilihan



dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang
atau apabila pendukung sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit
dari instansi berwenang;

Bahwa tidak benar Termohon tertutup dalam melakukan Verifikasi Faktual
karena PPS selalu berkoordinasi dengan Tim Penghubung Bakal Pasangan
Calon yang kemudian hal tersebut diketahui oleh PKD:

. Terkait laporan berbagai dugesan pelanggaran pemilu yang diadukan

Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dar pihak Bawasiu
Kebupaten Kutai Timur telah memberikan saran perbaikan terkait 2002
pendukung yang diduga fiktif. Sehingga apabila Bawaslu dapat membuktikan
dan membenkan mekanisme perbaikan kepada Termchon terkat data
Fendukung yang diduga fiktif tersebut, maka data tersebut adalah TMS dan
mengakibatkan jumlah dukungan awalnya 12.701 dapat berkurang sebanyak
2002 pendukung;

Bahwa oleh karena alasan — alasan tersebut tidak benar dan tidak relevan
lagi dipersoalkan, maka dalil - dalil alasan tersebut harus ditodak dan
dikesampingkan,

7 Bahwa terhadap dalil keberatan Termohon angka 17 sampai dengan angka 21,

yang pada pokoknya benisi uraian tentang penyerahan data dokumen dukungan
tarnhahan sampai hasil venifikasi factual yang kemudian dituangkan dalam Barita
?& F"m\:ﬂc BA 7 KWK Perseocrangan tanggal 21 Agustus 2020, oleh karena hal

t terkait jumiah dukungan awal yang diajukan oleh bakal pasangan calon

“hampa | pada tahap vermin dan verfikasi faktual yang kemudian dilakukan pleno
f{'ﬁkﬂpl‘tLﬂﬂEr hasil verifikasi faktual dukungan pada tingkat kabupaten sudah
Jsﬂuai dengan prosedur yang berlaku sebagaiman termuat dalam PKPU
pencaionan dan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPUNII2020;

8. Bahwa terhadap dalil keberatan Termohon angka 22 sampai dengan angka 26,

dengan tegas Termochon menyatakan menolak, cleh karena |
a. Bahwa verifikasi factual tahap pertama dengan verifikasi factual tahap

perbailkan dukungan adalah berbeda, PPS melakukan verfikasi faktual
perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon
danfatau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Persecrangan untuk
menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan
iminkelurahan pada tempat yang telsh ditentukan guna mencocokkan dan
meneliti kebenaran dukungan

. Klaim Pemohon yang menyatakan sudah mengumpulkan pendukung, namun

PPS tidak datang untuk melakukan verifikasi factual, kejadian tanggal 8
Agustus 2020, klaim tersebut tidak benar, oleh karena dilapangan tidak teriadi
demikian, justru waktu yang disepakati oleh PPS setempat dengan
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d.
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penghubung Pemohon berbeda dengan yang didalilkan. Bahwa dalam rapat
koordinas: yang di hadiri LO dari pihak Pemchon atas nama Hasbullah dan H.
Baharudin Hannan serta Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tanggal 6 Agustus
2020 telah disampaikan bahwa B1 1-KWK akan diturunkan ke Kecamatan
pada tanggal 8 Agustus 2020 dan PPK menyampaikan kepada PPS pada
tanggal 9 Agustus 2020, yang mana tanggal tersebut merupakan hari
periama dimulainya verifikasi faktual perbaikan sampai dengan tanggal 15
Agustus 2020, Terlepas dari itu dalam aturan verifikasi factual, termasuk
verfak tambahan, dimungkinkan pendukung calon mendatangi kantor PPS
untuk menyatakan dukungan itu, kalay memang betul - betul mendukung:
Bahwa dari hasil temuan Bawaslu Kutim. seperti yang telah dilaporkan ke
pihak kepolisian tentang dugaan adanya pemalsuan surat dukungan calon
yang diduga dilakukan cleh oknum PPS, yang seclah - olah mendapat
dukungan dari hasil Verifikasi factual. namun nyatanya pendukung tersebut
belum pernah diverifikasi faktual dan jumiahnya sangat besar lebih dari 2 000
dukungan;
Bahwa tidak benar ada penyataan Termohon yang menyatakan tidak ada
keberatan dari Pemchon, mengenai keberatan Pemohon tersebut,
sebagaimana telah disampaikan dalam tanggapan di atas. bahwa setiap
keberatan harus disertai dengan bukti = bukti yang sah, keberatan yang
Isampaikan Pemohon tersebut sama sekali tidak didukung dengan bukii
ehingga tidak dapat diverifikasi dan ditolak, sehingga dianggap tidak ada
keberatan. Namun jika Pemohon tetap keberatan meskipun tidak ada bukti
pendukung mekanismenya tetap diakomodir dan dicatat dalam lampiran
berta acara yang telah disediakan:
Terhadap adanya individu/perorangan yang menurut Pemohon mendukung
namun tidak diverifikasi cleh PPS terlambat (125 dukungan dari Desa
Pengadan baru Kac. Kaubun dan 11 dukungan dari Desa Sangatta Utara
Kec. Sangatta Utara), faktanya tidaklah demikian. Sekiranya pendukung
tersebut benar - benar mendukung, maka mereka dapat menggunakan
mekanisme mendatangi tempat/kantor PPS untuk menyatakan dukungan:
Bahwa terkait dengan adanya catatan dalam lampiran BA. 7-KWK
Persecrangan Perbaikan, Tim Penghubung tidak menyebutkan keberatan
terkait jumiah hasil Pleno di Tingkat Kecamatan yang disampaikan oleh PPK
masing-masing Kecamatan pada saat Pleno Tingkat Kabupaten. Sehingga
sudah benar jika tidask ada keberatan dari Bakal Pasangan Calon
Ferseorangan atau Tim Penghubung, karena berdasarkan keputusan KPU
No @ 82/PL02.2-Kpt/OB/KPUMIIM2020, halaman 38 No. 3 bahwa bakal




pasangan caion atau Tim Penghubung, dan Bawaslu Kabupaten dapat
mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;

g. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan tersabut tidak beralasan, maka
dalil-dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon angka 27, 28, 29 dan 30, adalah tidak
beralasan. Oleh karena dugaan tindakan PPS tersebut dapat dilaporkan kepada
Panwas untuk ditindak lanjuti sesuai mekanisme, namun seperti yang Pemahon
sendiri dalilkan bahwa laporan ke Panwas dianggap kadaluarsa, Dengan
demikian dalil dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan,

10.Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon angka 31 | 32 dan 33, adalah tidak
beralasan. Oleh karena
a. Bahwa Termohon dalam menstapkan Berita Acara Model BA 7-KUWK

Perseorangan perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 sudah sesuai dengan
mekanisme aturan yang berlakuy:

b. Dari dalil Pemohon sendiri tidak yakin berapa jumlah pendukungnya yang
tidak diverifikasi faktual oleh PPS, dari argumen yang didalilkan Pemohon
hanya memperkirakan jumiah, dalil yang demikian menunjukkan keraguan
Pemohon sendiri atas data tersebut: {vide permohonan angka 32)

¢. Bahwa dalam permohonan Pemohon sama sekall tidak dapat menguraikan

secara terinci, jumlah pendukung, domisilifalamat pendukung perwilayah
dan atau kecamatan, yang menurut Pemohon jika diverifikasi secara
al pasti akan tetap mendukung Pemohon, Oleh karena tidak ada rincian
ivang  demikian, maka sangat sulit menerima dali Pemohon yang
menyatakan ada pendukungnya baik dalam verifikasi factual pertama
maupun dalam venfikas| faktual perbaikan yang tidak terverifikasi secars
faktual oleh PPS;

d. Bahwa sekiranya data jumiah pendukung seperti yang didalilkkan Pemohon
dijumiahkan dan “dianggap’ memenuhi syarat . faktanya tetap tidak
memenuhi batas minimal dukungan untuk menjadi calon perseorangan.
Seperti diketshui bahwa untuk maju menjadi Bakal calon perseorangan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur diperlukan minimal
22.733 dukungan yang tersebar minimal § kecamatan, Dari verifikasi faktual
dukungan terhadap Pemohon totalnya hanya 16.318 yang dinyatakan
memenuni syarat. Dengan demikian terdapat kekurangan dukungan sebesar
6.318;

e Bahwa oleh karena alasan - alasan kebaratan tersebut tidak beralasan,
maka dalil-dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
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11.Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon sangat tidak beralasan, oleh
karena
a, Petitum angka 2, 3, 4 dicabut 5, 6, dan tersebut sama sekali tidak didukung
dengan argumentasi hukum dan hal tersebut tidak diminta dalam posita
parmaohonan;
b. Terhadap petitum angka 2 yang memohon pembatalan Berita Acara Model BA
7 KWK perseorangan perbaikan tanggal 21 Agustus 2020, adalah
permohonan yang tidak jelas dasarnya dalam posita permohonan.  Salain itu
berita acara tersebut didasarkan pada berita acara pleno PPK, selama hasif
pleno PPK Berita Acara model BA 6-KWK Persecrangan tersebut tidsk ada
masalah atau dinyatakan cacat hukum dengan putusan lembaga peradilan
alau panwas, maka Berita Acara Model Model BA 7-KWK Derseorangan
perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 tetap harus dinyatakan sah dan mengikat:
c. Terhadap petitum angka 3 yang meminta Termohon melakukan verifikasi
ulang secara terbuka terhadap data-data dukungan Pemohon yang telah
diajukan kepada Termohon. Permohonan tersebut tidak jelas dasarnya dalam
posita permohonan, selain itu data - data dukungan yang diserahkan kepada
Termohon sudah dilakukan verifikasi yang hasilnya seperti dalam Berita Acara
BA 7-KWK Perseorangan tanggal 21 Agustus 2020
: ';![emadap petitum angka 4 dicabut dalam sidang musyawarah terbuka tanggal
' %H!SEptambEr 2020:
. Terhadap petitum angka 5 yang meminta dinyatakan Pemohon memenuhi
"-"syarat sebagai  salah satu  Pasangan calon  dad  jalur

persecranganfindependen dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Permohonan tersebut tidak jelas
dasarmya dalam posita permohonan, selain ity permohonan tersebut
bertentangan dengan petitum Pemohon angka 3 yang meminta verifikas
ulang,

f. Demikian pula petitum angka & berentangan dengan petium Pemochon
angka 3 yang meminta verifiasi ulang;
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C. BUKTI
a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta
telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-22

NO NAMA BUKTI KETERANGAN

P.1 | Tanda terima penyerahan | Sumber: KPU Kutai Timur

P.2 | Berita Acara Hasil Pengecekan | Sumber. KPU Kutai Timur
' Pemenuhan Jumlah dan

sebaran dukungan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Timur Tahun 2020
P.3 | Berita Acara Hasil VerifikasiSumber KPU Kutai Timur
Administrasi kesesuaian

data pendukung dengan
surat parnyataan dukungan
dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020
Dukungan bakal pasangan Sumber. KPU Kutai Timur (tdak
calon yang tidak dapat lengkap)

ditemui oleh petugas Verfak
dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kutai
Timur

L

P.5 | Rekapitulasi dukungan Sumber. KPU Kutai Timur
bakal pasangan calon
persecrangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Timur Tahu
2020 di tingkat
kabupaten/kota (Model

BA. 7-KWK Perseorangan

P6 | Surat pemberitahuan hasil Sumber Kutal Timur
rekapitulasi dukungan bakal
pasangan calon bupati dan
wakil bupati dalam Pilkada
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Kutim Tahun = '
2020(1125/PL.02.2- . -
SD/6408/KPU-Kab/VIl/2020 i

PT

Progres verifikasi faktual IEumher. Kutai Timur (tidak lengkap) '
dukungan perbaikan bakal '
pasangan calon
persacrangan Pemilihan
2020

P.2

Tanda bukti penerimaan  Sumber. Laporan warga yang tidak
laporan Bawaslu kabupatendiverfak
kutai timur (form Model A3)

P8

1 =T s UL

Daftar hadir pendukung  Sumber. Tim LO Kecamatan
yang tidak diverfak oleh Kaubun

FFS Desa Pangadan baru

kecamatan kaubun

Tanda terima dokumen  Sumber. KPU Kutai Timur
bakal pasangan calon |

perseorangan pada | |
Pemilihan Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 masa
perbaikan (tanda terima

penyerahan perbaikan)

P11

Berita Acara Hasil VerifikasiSumber. KPU Kutal Timur
Administrasi kesesuaian
data pendukung dengan
surat parnyataan dukungan
dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kutai
Timur tahun 2020 masa
parbaikan (Model BA 2-
KWHK Persecrangan
Ferbaikan

P12

| BA.2.1-KWK Perseorangan

 Berita Acara kesimpulan  [Sumber: KPU Kutai Timur
hasil verifikasi administrasi
i dukungan perbaikan dalam
| Pamilihan Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 (Maodel
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Perbaikan)

P.13

Berita Acara Hasil Verifikasi
dugaan dukungan Ganda
Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam
Pemilinan Bupati dan \Wakil
Bupati Tahun 2020 Masa
perbaikan (Model BA_4-
KWK Perseorangan
perbaikan)

Sumber; KPU Kutai Timur

| P14

 Berita Acara Rapat
Koordinasi kesepakatan
tempat dan waktu verifikasi
| faktual perbaikan bakal
pasangan calon
perseorangan Pamilihan
BupatiWakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 ditingkat
Kecamatan Sangatta Utara.

Sumber: KPU Kutai Timur

Haﬁapitulaai dukungan
bakal calon perseorangan
dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 ditingkat
| Kabupaten masa perbaikan
{(Model BA. 7T-KWHK
Perseorangan Perbaikan)

Sumber: KPU Kutai Timur

P.16

Tanda terima surat nomor
201/ABDI-2020 tertanggal
17 Agustus 2020 perihal

Sumber: KPU Kutai Timur

oty

i Tanda Terima Surat Nomor
107/ABDI-2020 tertanggal 23
Agustus 2020 perihal
Permohonan Hasil Rekap
Dukungan Pasangan Calon
Persecrangan Yang Tidak

| Dapat Ditemui oleh petugas

Surat Bakal pasangan Calon
Persecrangan Kepada KPU Kutai
Timur
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Verfak tahap 1 dan tahap 2
{Surat Kepada KPU)

Surat Nomor 015/ABDI-2020
perihal Laporan Penyebaran

| Berita Hoaks oleh ketua PPK
Sangatta Utara kepada
Kapolres Kutai Timur cq Kasat
Reskrim

Surat Bakal pasangan Calon
Perseorangan Kepada Kapolires
Kutak Timur

.18

Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan 3 (DPT HP3)

| Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Anggota
Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019

2019)

(DPT Pemilihan Umum Tahun

Sumber :
KPU Kutai Timur

Surat Pernyataan Daftar Nama
Pendukung Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam
Pamilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Timur ( Madel
B.1.1 KWK Perseorangan

Kecamatan Sangatta Selatan) |

Sumber -
KPU Kutai Timur

PT.2

Rekapitulasi Jumlah Dukungan
Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur (Model B.2-KWK

Sumber:

KFU Tanggal Cetak 29/082020
Pukul 14:25:58 WIB

Perseorangan)
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2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup
serta telah dileges serta diberi tanda T-1 e.d T-85

NO | NAMA BUKT KETERANGAN
T-1 | BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupah dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten masa
perbaikan tanggal 21 Agustus 2020

T-2 | BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseoranagn dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten tanggal
21 Juli 2020

Notulen Rapat Koordinas Tahapan iCnpy dari asli
Verifikasi Faktual syarat dukungan
perbaikan bakal pasangan calon
perssorangan tanggal & Agustus 2020
Model BA 6-KWK Persecrangan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasa ngan
Calon Persecrangan Dalam Pemilinan
Bupat dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Teluk
Pandan tanggal 17 Juli 2020

T-5 | Model BA 6-KWHK Persecrangan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Busang tanggal 16 Juli 2020

T-6 | Model BA 6-KWK Perseorangan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
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Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan |
Bengalon tanggal 16 Juli 2020 '

T-7 | Model BA 6-KWK Perseorangan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Kaliorang tanggal 18 Juli 2020

T-8 | Model BA 6-KWK Persecrangan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilinan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Kaubun tanggal 18 Juli 2020

78 | Model BA.6-KWHK Perseorangan : Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Kongbeng tanggal 18 Juli 2020

Model BA.6-KWK Persecrangan ~ ICopy dari asi
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur .
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Long
Mensangat tanggal 16 Juli 2020

T-11 | Model BA.6-KWK Persecrangan Copy dari asli
- Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Muara
Ancalong tanggal 16 Juli 2020

T2 | Model BA.6-KWK Perseorangan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Muara
| Bengkal tanggal 18 Juli 2020
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T-13 | Model BA 6-KWHK Persecrangan Copy dari asi|
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pamilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan

| Sandaran tanggal 18 Juli 2020

T-14 | Model BA 6-KWK Perseorangan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan |
Calon Perseocrangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Muara
Wahau tanggal 16 Juli 2020

~ T-15 | Model BA 6-KWK Persecrangan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Rantau Pulung tanggal 16 Juli 2020

.ir:-'l ”\T ﬁﬁ—ﬁﬂ Model BA 6-K\WK Perseorangan Copy dan asli
I Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
o | Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Sangatta Selatan tanggal 18 Juli 2020

T-17 | Model BA 6-KWK Perseorangan " Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan

Calon Persecrangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur

' Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan

| Sangatta Utara tanggal 16 Juli 2020

T-18 | Model BA.6-KWK Persecrangan ;Iﬂt:up]r dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan

| Sangkulirang tanggal 14 Juli 2020

T-18 | Model BA 6-KWK Perseorangan Copy dari asli
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
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Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Telen |
tanggal 17 Juli 2020

[ T-20

]
Model BA.6-KWK Persecrangan Copy dari asl|

Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupat dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Batu
Ampar tanggal 18 Juli 2020

T2

Model BA.6-KWK Perseorangan

Copy dari asli

Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perzeorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Karangan tanggal 16 Juli 2020

Model BA 6-KVWK Perseorangan Copy dari asli

Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Fasangan Calon Perseorangan Dalam

Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Kaubun
tanggal 19 Agustus 2020

Model BA.6-KWK Perseorangan
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam

Copy dari asli

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan |
Masa Perbaikan Kecamatan Sangatta
Selatan tanggal 19 Agustus 2020

| T-24

Model BA 6-KWK Persecrangan
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal

Copy dari asli

Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Busang
tanggal 18 Agustus 2020

| T-25

Model BA.B-KWK Persecrangan ' Copy dari asli

18




Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Persecrangan Dalam |
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Bengalon
tanggal 19 Agustus 2020

T.26

Model BA_6-KWEK Perseorangan Copy dari asii
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Persacrangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Kaliorang
tanggal 18 Agustus 2020

Model BA 6-KWK Persecrangan Copy dari asli
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Femilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
- Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Kongbeng
tanggal 18 Agustus 2020

Model BA 6-KWK Perseorangan ' Copy dari asii
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam |
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Muara
Wahau tanggal 18 Agustus 2020

T-29

‘Model BA B-KWK Perseorangan ' fnpy dari asli
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal |

Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai |
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Karangan
tanggal 18 Agustus 2020

T-30 |

| Model BA 6-KWK Perseorangan Copy dari asli

' Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal

| Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
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Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Batu Ampar
tanggal 19 Agustus 2020

131

Model BA 6-KWK Perseorangan
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Sangkulirang

Copy dari asli

tanggal 19 Agustus 2020

T-32

Model BA 6-KWK Perseorangan
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan \Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Sangatta
|tara tanggal 19 Agustus 2020

Copy dari asli

Model BA 6-KWK Perseorangan

Copy dari asli

Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai |

Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Sandaran
tanggal 18 Agustus 2020

=
:

Mode! BA 6-KWK Perseorangan

Copy dari asli

Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal |

Pasangan Calon Perseorangan Dalam |
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Long
Mesangat tanggal 18 Agustus 2020

T35 |

Model BA 6-KWK Persecrangan
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Muara
Ancalong tanggal 18 Agustus 2020

Copy dari asli
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T-36 | Model BA 5-KWK Perseorangan Copy dari asli
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Persecrangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Teluk
Pandan tanggal 18 Agustus 2020

T-37 | Model BA_6-KWK Perseorangan Copy dari asli
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Persecrangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Telen
tanggal 18 Agustus 2020

T-38 | Model BA 6-KWK Perseorangan Copy dari asii |
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Persecrangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai |
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan
Masa Perbaikan Kecamatan Rantay |
Pulung tanggal 18 Agustus 2020
Model BA 6-KWK Perseorangan Copy dari asli
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan |
Masa Perbaikan Kecamatan Muara |
Bengkal tanggal 18 Agustus 2020
T-40 | BA.1-KWK Perseorangan Berita Acara | Copy darni asli
Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumiah
Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 tanggal 25 Februari |
2020 |
 T-41 | Model BA 2-KWK Perseorangan Berita Copy dan asli
Acara Hasil Verifikasi Administrasi
kesesuaian Data Pendukung Dengan
Surat Pernyataan Dukungan Dalam




' Pemilinan Bupati dan Wakil Buapti Kutai |
| Timur Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020

B

Berita Acara Nomor 175/PL 02 2- Copy dari asli
BAG408/KPU-Kab/lIV2020 tentang Rapat
Pleno Penetapan Tindak Lanjut Hasil
Klarifikasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020 tanggal 25 Maret 2020

T-43

Model BA 4-KWK Persecrangan Berita  (Copy dari asli
Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan

Ganda Bakal Pasangan Calon |
Persecrangan Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020
tanggal 19 Maret 2020

T-45

BA 1-KWHK Perseorangan Perbaikan Copy dari asli
Berita Acara Hasil Pengecskan
Pemenuhan Jumiah Dan Sebaran
Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020
Masa Perbaikan tanggal 28 Juli 2020

Berita Acara Penjelasan Atas Hasil Copy dari asli
Klarifikasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahap Perbaikan
Terhadap Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020

T-47

Model BA 4-KWK Perseorangan T Copy dari asi
Perbaikan Berita Acara Hasil Verifikasi |

Dugaan Dukungan Ganda Bakal |

FPasangan Calon Perssorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Masa Paerbaikan
tanggal 4 Agustus 2020

| T-48

Panitai Pemungutan Suara (PPS) Desa Copy dan asli
Pengadan Baru Kecamatan Kaubun
Kabupaten Kutai Timur. Kronclogi




Kejadian

T-49

Saran Perbaikan Nomor Copy dari asli

202/K. BAWASLU PROV Ki-
04/PM.00.02/8/2020 tanggal 11 Agustus
2020

T-50

Jawaban Saran Perbaikan Nomor -
1208/PL.02 2-SDI6408/KPL-
KabMVIN/2020 tanggal 13 Agustus 2020

T-51

| Motulen Rapat tanggal 15 Agustus 2020

E‘:nmr dari asfi

Copy dari asli

T52 |

Berita Acara tanggal 11 Agustus 2020
Pelaksanaan Verifikasi Fakiual Perbaikan

Copy dari asli

Dukungan Pasangan Calon
Persecrangan Pemilinan Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Timur Tahun 2020

Koordinasi Tentang Menentukan Lokasi
tempat untuk Verifikasi Faktual Desa
Long Pog Baru Kecamatan Muara
Ancalong tanggal 8 Agustus 2020

Copy dari asl|

Berita Acara Koordinasi PPK Kecamatan

Copy dari asli

Kongbeng Dengan LO dan Pawascam
tentang pelaksanaan Verfak Perbaikan |

Calon Perseorangan tanggal & Agustus
2020

T-585

Berita Acara Koordinasi Tempat
Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan
Perbaikan Bapaslon Persecrangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai
Timur Tahun 2020 Kecamatan Busang
tanggal 8 Agustus 2020

Copy dari asli

T-56

. Pelaksanaan Verfak Perbaikan di Tingkat

Berita Acara tanggal 8 Agustus 2020  [Copy dari asii

Kesepakatan Tempat dan Waktu

Desa/Kelurahan Kecamatan Sangatta
Selatan Pemilihan Bupati dan Walkil
Bupati Kutai Timur Tahun 2020

T-57

Notulen Koarinasi Verfak Parbaikan Copy dari asii

Cukungan Bapaslon Pilkada 2020 Kutim

Kecamatan Muara Bengkal tanggal &




Agustus 2020

T-58 | Benta Acara Rapat Koordinasa

| Kesepakatan Tempat dan waktu Verifikasi
| Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon

| Persecrangan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat
Kecamatan Sangatta Utara tanggal &
Agustus 2020

Copy dari asli

T-58 | Kronologi Pelaksanaan Verfak sid Copy dari asli
Penetapan BA.6 Kecamatan Rantau
- Pulung
T-60 | Berita Acara Rapat Koordinasi ‘Copy dani asli

| tanggal 9 Agustus 2020

Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan
Dukungan Pasangan Calon

Persecrangan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 Kecamatan Telen

Kronologi Verifikasi Perbaikan Dukungan

Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020
Kecamatan Long Mesangat

Copy dari asli

Caion Perseorangan Pemilihan Bupati |

T-62

Kronologi Kejadian Desa F*aﬁﬁadan Baru
Kecamatan Kaubun

li::ow dari asli

T-63

Kronologi Pelaksanaan Verifikasi Faktual
Perbaikan Sampal Dengan Rekap Hasil
Verfikasi Faktual Perbaikan di Tingkat
Kecamatan (BA.6) Kecamatan Kaliorang

Copy dari asli

T-84

Motulen Rapat Koardinasi Kegiatan
Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Buapti Kabupaten Kutai Timur
Desa Pengadan tanggal 13 Agustus 2020

Copy dari asli

T-85

Kronologi Pelaksanaan Verifikasl Faktual
Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan
Calon Persecrangan Dalam Pemilinan
Bupali dan Wakil Bupat Kutai Timur
Tahun 2020 Kecamatan Sangkulirang

Copy dari asli
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b. Keterangan Saksi

g =

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukfi dokumen,
Femohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan
keterangan sebagai berikut:

a.Saksi - Saksi

SAKSI-SAKSI

KETERANGAN

Masduk:

' ku ke pihak yang verfak itu..

| Saya ngomong, saya hadir kesini, sedangkan aku hadir
| kenapa namaku dicoret, '

Memberikan dukungan dengan mengisi formulir

Waktu itu saya tidak bertemu dengan PPS, ada formulir
kedua yang dibawa istri saya, dan itu saya sendin yang
isi,

Nggak, satu aja, setelah saya formulir tak serahkan ke |
istri saya, trus diserahkan ke pak iswanto

Waktu itu aku dikasih tau istriku tanggal 2
Ketika aku hadir didalam verfak itu, aku serahkan KTP

Ketika itu KTP dengan nomor yg ada itu persis gak ada ,
masalah didalam situ.

Terus waktu itu aku? Kok bisa dicoret? Sedangkan aku
hadir di verfak ini

Waktu itu gak tau darfi KPU atau dari mana,
mencocokkan KTP dengan daftar yang ada, cocok
namanya, semuanya cocok. Tapi dan pihak yang
bersangkutan disitu, dia gak biss mutuskan.

Jatmiko

1,2 3 mereka bagi RT. Alasannya mereka tidak datangi

Sebagai LO desa Swarga bara

Ini dimulai dari verfak awal, di verfak awal masih banyak
pendukung yg tidak didatangi oleh PPS setelah yg tidak
didatangi itu saya tanyakan. Kenapa tidak datangi?
Karna silon itu dibagi 3. data data itu acak, jadi di grup

karna nama dari ini ikut sama tim lain, akma wakiu |
mereka singkat, waktu tidak mencukupi sehinggga tidak |
sempat mereka datangi.

Verfak awal,

Setelah mereka berjalan selesai verfak . di hari terakhir
saya dipanggil, lalu disampaikan sekitar berapa ratus,
saya tidak tau pastinya tapi sekitar segitu.

Bagaimana jika warga ini sibuk dan tidak bisa
didatangkan karna 3Ihuk._
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Lalu dijawab oleh PPS kalau tidak bisa hadir bisa video
call. Tapi kama warga banyak kesibukan makanya saya
pakai altematif video call. Tetapi pada saat mau video
call, dijawab oleh PPS Loh tidak biss, karna kalau mau
VC harus ada surat, ada materai 6000, Kalsy ada
aturan seperti itu kenapa tidak disampaikan dari awal.
Lantas ketua PPS langsung marah dan memukul meja.

Hari terakhir malamnya baru mereka kasih tau saya,
jadi tugas anda untuk mengumpulkan, membawa ke
secretariat PPS. '

Tidak ada komunikasi sama sekali sebelumnya disitu.

Tindakannya ya tidak ada, saya diusir ya saya pergi
karna dikatakan tidak mau lagi urus urusan kita Ity sisa
waktunya 2 hari setengah, Karna saya waktu itu gak |
tau, pertamanya bilang jam 9 di sekretariat mereka,
setelah pagi, di wa jam 10 siang. Mah jam 10 siang,
saya ketok rumahnya, saya panggil, sya menunggu
lama skitar 1 jam, setelah itu dia minta supaya ada LO
lainnya. Jadi saya tarohlah anggota disitu, lalu saya
jalan untuk mengumpulkan anggota ini.

Tapi Karma katanya ada altenative VC, saya |
sampaikan ke sekretariat, mereka tidak bisa hadir, tapi
mau VC. Saya bilang 2 hari setengah mengurusi 900
lebih apa masuk akal?

Di verfak perbaikan ini, dari ketua tim, memberikan
undangan dr tggl 08 s/d 16, maka undangan sya ambil
sya suruh sebar, untuk bagikan undangan,

Kan begini, verifikasi pertama kan dia sudah marah |
sama saya. Bagaimana mau ada komunikasi kalau dia |
aja saya wa tidak mau balas lagh Justru yang
berkoordinasi dengan orang lain . sampai dengan mau

| di mulainya verifikasi awal saya wa gak ada dibalas.

ltukan belum ada nomornya PPS lainnya, karna kan |
kalau koordinasi dengan Ketuanya, kamna tidak ada
baiaaan}ra saya menunggu aja.

H. Baharudin
Hannan

| edarkan. Lo telah mengedarkan undangan itu adalah

Saya hanya menyoroti masalah perbaikan apa
namanya perbaikan apanya perbaikan, dimana tidak
adanya kesesuaian tanggal antara tanggal yang kami

sejak tanggal 3 yaitu kemudian kemudian undangan itu
kami berikan tanggal yaitu mulai tanggal verfak itu mulai ;
tanggal 8 sampai tanggal 16. Nah, sehingga dengan
ketidak tersesuaian dengan tanggal ini mengakibatkan
bahwa pendukung kami, pendukung paslon datang di
tanggal 8, datang di tanggal 8 Jadi begitu datang |
tanggal & ternyata belum ada pps yang datang, karna |
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kama di sepakati bahwa tanggal 9, tanggal © baru |
mereka furun. Jadi dari awal kami belum per tidak
| pemmah di kasih tau bahwa bahwa e persiapan
kemudian tanggal tanggal yang mau ditetapkan untuk
- verfak itu, kami dari tim abdi tidak pernah dikasih tahu
| oleh kpu. Nah, untuk mendatangkan ulang masyarakat !
pendukung kita ini adalah barang yang sangat sulit kami |
lakukan, mungkin kalau satu dua orang mungkin, ini
ratusan. Jadi imi terus terang saja, jadi masyarakat
sudah datang dan kemudian kita suruh datang lagi. Apa
. | ¥a,, seakan akan kita ini adalah bosnya masyarakat gitu
loh. Sehingga kami upayakan untuk  untuk
_ mendatangkan kembali, masyarakat tidak mau datang
' kembali, makanya kami berkoordinasi dengan pps,
ternyata pps sama sekali tidak menggubris apa yang
kami inisiasi,

Selanjutnya. tanggal 8 itu demikian jugs kejadiannya,
bahwa pagi han mereka pendukung ini datang
berbondong bondong, kemudian pas lagi pps belum
ada di tempat Karma jadwal mereka jadwal kpu
menyatakan bahwa ini baru penyerahan berkas yang
akan dilakukan, vang akan dilakukan ppk kepada pps,
lagi lagi terjadi seperti itu. Lagi kami tidak kami merasa
. bahwa berkewajiban ya berkewajiban untuk melayani
masyarakat yang yang mulia ini apakah yang datang itu
kemudian kembali lagi kami sampaikan kepada lo kami
| tolong di verfak saja, nanti kami konfirmasikan kepada
| kepada pps, siapa tau ada jalan keluarnya siapa tau
| ada jalan keluarnya, toh juga ini bahwa lo dengan di
pps ada namanya ada hubungan untuk berkoordinasi.
Apapun keputugan itu berarti keputusan setingkat diatas
ppk, dua tingkat diatasnya kpu. ltulah yang kami ambil
disitu sebenamya, nah, terjadi seperti itu.

Kemudian kejadian di tanggal 9, itu ternyata masih ada
beberapa fitik yang telah kita sepakati didalam rapat,
i | rapat pps dengan plenc lo desa menyepakati bahwa
ada beberapa titik, misalnya contoh di sangatta utara itu
adalah disepakati 21 titik, ternyata di tanggal 9 itu masih
ada sepengetahuan kami masih ada tiga eh dua yang
saya saksikan langsung itu pimpinan di sepakati tidak |
ada pps nya , belum ada petugas pps nya yang ada
disitu, dan itu adalah di daerah folder di deerah folder
tu kemudian di titik apa namanya sekertariat nya
perindo. ltu sampai tanggal 10 juga beium ada, belum
| ada itu. Setiap kejadian ini kami selalu berinisiasi |
menyampaikan kepada lo silghkan di verfak ya, saapa
tau misalnya ada jalan keluamya, ada rasa iba oleh pps
sehingga tenadi seperti ini. Sementara kami yang dari |
apa yang dari apa namanya lo kabupaten telah mencari |




jglan  keluarnya yang terbaik untuk menghargai
masyarakat yang datang tetapi upaya itu sama sekai
tidak dihargai oleh saudara saudara saya yang ada di
pps Hu. Gitu ketua. Sehingga berlanjut sampai ke
tanggal 11, tanggal 11 pun itu pun belum ada, yang dua
tadi itu belum ada. nanti tanggal 12 itu baru ada. Jadi,
baru ada yang namanya diisi kekosongan ini. Jadi kalau
dalam hal ini kami adalah merasa di rugikan dalam
persoalan im. Karena tidak bisa di verfak oleh
pendukung kami, Ini akhimya ada kejadian kejadian itu.
Sehingga kami menyoroti, menyoroti yang ada di berita
acara kpu menyatakan bahwa tidak ada keberatan
sesungguhnya sebenarnya keberatan kami itu dari lo
kabupaten keberatan kaml dengan kejadian yang tadi
ini yang disaksikan oleh oleh apa pengawas pada saat
itu harus koordinasi ya, ini mengakibatkan saya sebagai
selaku lo kabupaten memerintahkan kepada lo
kecamatan dalam apa namanya untuk berita acars
yang ada pleno berita acara yang ada di kecamatan
tolong jangan ditanda tangani. Dengan catatan bahwa
tu adalah merupakan suatu upaya menyampaikan
protes kita kepada mereka, protes kita kepada mereka.
Nah, namun ada beberapa hal setelah kita pleno
beberapa mungkin kita sampaikan keberatan kepada
mereka tapi itu semuanya pun juga mental. Dan pada
akhirnya keluarlah apa namanya keluarlah berita acara
dari kpu yang ditanda tangan oleh semua personel dan
itu adalah menyatakan bahwa tidak ada keberatan
Sementara kami melampirkan kejadian Khusus ity
kejadian khusus itu kejadian khusus pada saat itu dan
kemudian kami minta menanda ditanda tangani oleh
oleh ketua kpu ibu ulfa untuk ditanda tangani untuk
sebagal menyaksikan bahwa bahwa ada ada kejadian
khusus yang perlu kita pertimbangkan dan periu kita
musyawarahkan kepada semua pihak pihak yang
supaya persoalan ini bisa gamblang dan kemudian tidak
ada yang merasa di rugikan. Gitu ketua majelis dan
anggola. Inilah keluhan dan kemudian informasi
kejadian-kejadian yang ada yang ada di lapangan yang |
kami hadap yang kami alami, mencermati dengan
perbaikan, terima kasih

|
Oke, jadi itu. kami mengambil dari tshapan. Kama

kenapa kami mengambil dan tahapan itu, karna tidak
ada informasi, tidak ada informasi yang sebelumnya
yang semestinya kan mereka harus menginformasikan
ke kita bahwa bahwa periu ada musyawarah dengan
tanggal ninini, baru kita diundang, diundang itu adalah
pada tanggal delapan, baru diundang, baru dikasih tau
dikasih tau kalau bahwa verfak itu dimulai jam 8. Jam 8
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' | jam 14 sampai seterusnya jam 14.00

tanggal 8-16 itu adalah bukan ditentukan cleh paslon,
adalah mengacu kepada tahapan tahapan itu. Tahapan
tanggal tanggal itu

Femahaman umum dan penyampaian dari oleh kpu
yang menyatakan bahwa kita akan melakukan verfak
perbaikan itu dari tanggal 8 sampai tanggal 16

Kama kenapa pada wakiu itu kami meminta kesans
| kapan dilakukan wverfak ya kan? Kita melakukan |
perbaikan ini, kama kami akan membuat undangan,
membuat undangan

ini berkoordinasi si darma kan, saya juga berkoordinasi |
ke pak indra kan, bahwa Indra, yang komisioner kpu. |

Jadi, kapan dilakukan wverfak, jadi untuk p-arbaikanl
perbaikan tanggal 8 sampai tanggal 16, yakan, itu
dilakukan itu

Mengenai informasi jadwal verfak perbaikan itu tanggal |
8 samapai dengan tanggal 16 itu adalah pada saat kami '
diundang oleh KFU, KPU dengan sosialisasi sekaligus
| menyatakan bahwa apa boleh kita mengajukan
. perbaikan permohonan tambahan. Mengenai undangan |
pertemuan dari KPU itu saya lupa tanggalnya tanggal |
berapa.

Jadi berdasarkan dengan itu kami membuat undangan.
Membuat undangan yang 90.000 tidak semerta merta
salu hari selesai. Makanya kita jauh jauh sebelumnya

Yak, pak ketua majelis, jadi tadi pertanyaan -
pertanyaan. jadi saya baru ingat, untuk informasi
tanggal verfak perbaikan i#tu tanggal 8 sampai tanggal
16 itu adalah pada saat kami diundang, diundang oleh
kpu, kpu dengan sosialisasi sekaligus menyatakan
bahwa kita, kita diboleh apa diperbolehkan untuk
mengajukan mengajukan perbaikan mengajukan apa
namanya tambahan ya , perbaikan tambahan ya
permohonan perbaikan tambahan, Itu, itu disitu
- disampaikan itu

Saya seingatan saya yang diajukan itu adalah, saya
saya demikian gak gak hapal yang pertama diajukan
adalah 23.000 lebih, 23.700 lebih

Siap, jadi kalau masalah titik, mungkin karna kita sudah
perhitungkan perhitungkan bahwa kita tempatkan ftitik
itu, adalah fitik ibaratnya fitik di tengah tengah yang
akan di verfak. Hanya ada satu kesulitan kami disitu,
kesulitan kami, ketika kita sepakati bahwa 21 titik itu |
| 21 titik ifu ternyata data ini tidak bisa diperbanyak,
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sehingga data itu adalah dipecah

Data dari kpu, yang sudah yang sudah masuk yang kita
sudah masukkan, kemudian mereka vermin. ltu yang
menjadi menjadi kesultan karna ini kama data ini data
ini adalah dipecah. Jadi misalnya kalau di sangatts |
utara itu adalah 11 titik, data itu 11 litik yang dipecah. |

Yayaya, nah, dipecah ini data ini kama tidak bisa
diperbanyak. Jadi satu dat satu data misalnya satu
desa, desa sangatta utara Sangatta utara yang kurang
lebih itu kalau nggak salah 70.000 yang harus 60.000an
lah sangatta utara. Ini, ini dipecah ini satu data ini
Dipecah menjadi menjadi 11 titik, 11 data.

Yang lebih ironisnya lagi, yang mengakibatkan kita |
| pada saat itu setelah kejadian di verfak, mulai dan
| tanggal 9 sampai tanggal 10 itu sampai tanggal 11, kita
itu masih sibuk ribut dengan persoalan persoalan jtu
| data itu, Kamma kenapa dar pihak pps tidak
i berkoordinasi kepada tidak ada koordinasi antara lo |
' untuk memecah data itu, Karna mereka tidak boleh kita

ketahui datanya kama katanya itu sdalah rahasia.

Seningga terjadilah bahwa yang sebenarnya data ini

adalah di titik di titk 1 misalnya di titik a misalnya

misalnya ini data ini ternyata dia di itk ¢ misalnya.

. Sehingga orang orang pendukung yang datang yang

|'l mau di verfak tidak bisa di verfak disini karma tidak ada |
1/ datanya disini. Temnyata datanya disana di titik a, ini
yang ini yang mumet sekali mengakibatkan bahwa
pada saat itu pendukung kita tidak bisa di verfak karna
aturannya harus disandingkan dengan kip dengan data
yang ada disitu

4 | Roy Pattinurung | = Di video itu pada verfak pertama awalnya tidak di
datangi pak, seteiah adanya verfak perbaikan itu
dicoret, Di TMS, jadi langsung orangnya menghadap
sendiri di lihat Kok saya di TMS, padahal Verfak
pertama tidak di datangi saya PPS.

* Pendukung itu di data awal tidak ada, di data verfak
perbaikan ada namanya tapi sudah di coret TMS oleh
Pihak KPU.

» Kejadiannya Di Sangatta Lama, dekatnya Bintang
Jaya

» Video ke dua itu setelah saya cermati syaa lihat |
datanya PPS, tidak ada namanya pada data yang di

verfak, saya katakana kepada PPS untuk menulis di
buku, Tapl tetap PPS berkeras tidak mau, saszuai
dengan data yg di KPU.

|+ Tanggal 9 itu fidak semuanya langsung datang jam 2,
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beda beda setiap posko di Sangatta Utara itu ada
yang datang jam 14.30 ada datang jam 15.00,
bervariasi,

Tanggal 11 sudah mulai normal, sudah ada datanya
misalnya RTnya sudah ada.

Yang banyak itu pertamanya pas tanggal & dan 9 |
pagi, setelah seterusnya sudah malas orang datang.
Soalnya nanti bilangnya datang lagi, itu lagi.

Darmawat

kekurangan jumiah dukungan Pemohon.

Hasbullah

Bahwa Darmawati berkapasitas sebagai LO dan
Operator SILON KPL,

Bahwa dalam proses proses penyerahan data
dukungan ke KFU Kabupaten Kutai Timur yang kami
lakukan adalah inputan di SILON kami print berupa
B.1.1-KWHK tanggal 20 februari tahun 2020 kemudian
kamu menyerahkan data dukungan sejumlah 25800
lebih ke KPU, setelah data diterima oleh KPU
kabupaten kutai timur kemudian dicocokan oleh KPU |
form modal B.1-KWK dan B1,1-KWK dan diurutkan
sesuai dengan SILON;

Bahwa dalam penginputan di SILON ofline tidak ada
masalah namun ada yang belum terinput disilon,
karena SILON terdapat 2 (dus) cara penginputan
input SILON ofline dan input SILON anline,
selanjutnya dipisahkan oleh KPU, namun setelah itu
saya lidak tahu diapakan;

Bahwa terdapat jumiah dukungan selisih 25.853-
25.027 dengan alasan dokumen dukungan tidak
lengkap, tidak memiliki form mode! B, 1-KWK dan
saya mencoret karena disuruh oleh KPU Kabupaten |
Kutai Tirmur:

Bahwa dan dukungan yang dinyatakan tidak lengkap
dan tidak memiliki form model B. 1-KWK juga tidak
ada diminta untuk melengkapi berkas.

Bahwa terkait pengimputan Silon, mekanisme dan
pengimputan data dukungan dilakukan dengan
metode offine kemudian lanjut online;

Bahwa selama penginputan di Aplikasi Silon Saudara
saksi tidak menemukan kendala dalam pengimputan
online;

Bahwa saudari saksi tidak mengetahui terkait

Bahwa Hasbullah berkapasitas sebagai LO ABDI

Bahwa yang menjadi poin yang dianggap oleh LO
manjadi krusial se{glah Verifikasi adminisi__rgsi sekitar
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tanggal 18 terkait SK penundaan. Kemudian lanjut
pada bulan juni setelah terbit PKPU 5 verifikasi
faktual akan dilanjutkan sensus dan namun kami
: tidak diberikan informasi hasil setelah Verifikas
. Administrasi berspa MS (memenuhi syarat) dan
berapa TMS (hidak memenuhi syarat), alasan kami
tidak diberikan hasil verifikasi administrasi karena
sudah meiliki B1.1-KWK dan SILON, tetapi menurut
kami itu tidak dapat digunakan karena B1.1-KWEK dan
SILON kami dan B1.1-KWK hasil verifikasi
administrasi yang dipegang KPU itu berbeds,
sehingga kami tidak bisa membandingkan;

« Bahwa B1.1-KWK yang digunakan pada saat
verifikasi administrasi dan B1,1-KWK yang digunakan
pada saat Verifikasi Fakiual itu berbeda karena pada
saat verifikasi administrasi ada yang coretan:

» Bahwa kerugian yang bagi kami tidak diberikan B1.1-
| KWK hasil verifikasi administrasi, kami tidak dapat
. melakukan verifikasi faktual serta mendatangkan

pendukung karena kami tidak tahu mana yang MS
- (memenuhi syarat) dan mana TMS (tidak memenuhi
syarat);

« Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur tidak
il memberikan Salinan B1.1-KWK  untuk verifikasi
)l faktual perbaikan kepada bapasion, yang diberikan
hanya dalam bentuk Soft copy bukan hard copy:

* Bahwa pernah dilakukan pertemuan LO dengan
penyelengara dengan sosialisasi dan koordinasi,
saya bertemu dengan penyelenggara itu pertama

| pada saat sosialisasi PKPU nomer 5 tahun 2020,

yang selebihnya 2 kali rapat-rapat koordinasi pads
saat perbaikan.

+ Bahwa terkait info jadwal verifikasi fakiual
mendapatkan info dari KPU Kabupaten Kutai Timur,
FPKPU 5 dan sosialisasi tahapan yang disampaikan |
oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;

' » Bahwa terkait jadwal verifikasi fakiual yang kami
lakukan adalah mempersiapkan undangan 20.000
lebih target selesal tanggal 8, naum bagi kami tetap
berbeda karena B1.1-KWK yang kami pegang tidak
memiliki coretan, sedangkan yang dipegang oleh |
petugas PPS yang melaksanakan verifikasi faktual |
memiliki B1.1-KWK yang telah dicoret pada saat
verifikasi administrasi:

» Bahwa terdapat selisih atau perbedaan setelah
dilakukan verifikasi faktual 18.000 lebih. gan LD
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ABD| membuat undangan pada tanggal 9 sampai
dengan 16 namun antusias pendukung tidak sama
seperti verifikasi faktual sebelumnya.

Bahwa menurut kami vernfikasi faktual dilakukan
pada tanggal & agustus sampai dengan 16
september 2020 dan itu sesuai dengan jadwal |
verifixast faktual undangan yang LO sebar kepada
pendukung;

Bahwa saudara saksi hanya mengikut verifikasi
faktual dengan metode sensus sebanyak 2 kali;

Bahwa saudara saksi pernah
berkoordinasilberkomunikasi dengan KPU terkait
apakah bapaslon bisa mendapatkan form model
B1.1-KWK,

Bahwa saudara saksi tidak begitu mengikuti secara
signifikan terkail pelaksanaan verifikasi faktual pada
tanggal 8, 9, dan 10.

Bahwa lerdapat pengawas pemilihan vang
melakukan pengawasan pada saat verifikasi faktual:

Bahwa pada saat verifikasi administrasi tidak ada
dari pihak bapasion yang menghadiri pelaksanaan
verifikasi administrasi; .

Bahwa saudara saksi terkait pada saat skrining
verifikasi faktual pertama yang tidak memiiiki B1-
KWK dicorat dari B1_1-KWK

Bahwa saudara saksi B1-KWK itu ditulis tangan
dengan kemudian diinput ke SILON

Bahwa saudara saksi telah bersurat ke KPU uniuk
meminta salinan B1.1-KWK  hasil  verifikasi
administrasi namun pihak KPU tidak memberikan.

Bahwa saudara saksi tidak mengetahui regulasi
terkait dapatkah form B1.1-KWK hasil verifikasi
administrasi dapat diberikan

Bahwa apabila data pendukung pada saat verifikasi
awal masuk dalam kategori MS (memenuhi syarat) !
maka tidak dapat disjukan kembali dalam verifikasi |
faktual parbaikan,

Bahwa dalam verifikasi faktual perbalkan metode
yang dilakukan dengan menghadirkan pendukung
dititik yang telah ditentukan berdasarkan berita acara
yang telah disepakati;

Bahwa menurut saudara saksi verifikasi faktual vang
dilakukan r:ﬁiapangaq_ mustahil  diswasi ::_:_lah




pengawas pemilihan karena keterbatasan SDM.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen,
Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan

sabagai berikut:

a.Saksi-Saksi
| SAKSI-SAKSI | KETERANGAN
1 | Dwi Antini I Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Sangatta
I

Selatan;

Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual
pertama pendukung Bakal Pasangan Calon
Persearangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupatl Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28 |

Juni 2020;

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan
verifikasi  administrasi data pendukung Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutal Timur Tahun 2020,
karena verfikasi administrasi adalah kewenangan
KPU Kab. Kutai Timur;

Bahwa Venfikasi Faktual dilakzanakan oleh PPS atau
fenaga yang diangkat untuk membantu PPS
melaksanakan verifikasi faktual dan rumah kerumah
para pendukung berdasarkan data dalam dokumen
B1.1- KWK,

Bahwa verfak awal dilaksanakan dar rumah
kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan
pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat
koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan
dan dihadir oleh Panwas Kecamatan:

Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak
menemukan alamat atau orangnya maka petugas
PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan
Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik
kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan
VERFAK;

Bahwa sepegentahuan saksi pelaksanaan VERFAK
perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal
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9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus |
2020;

Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK
perbaikan pada tanggal & Agustus 2020, maka PPK
Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat
koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkst
Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas
Kecamatan Sangatta Selatan:

Bshwa benar sepentahuan saksi pada wilayah
Kecamatan Sangatta Selatan beberapa LO mengira
bahwa VERFAK perbaikan akan dilaksanakan pada
tangpal 8 Agustus 2020, padahal VERFAK akan
dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020:

Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung
yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama
pendukung yang memenuhi syarat semua termuat
dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung
Bapaslon yang tidak memenuhi syarat diberi tanda
TMS, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi
syarat diberi tanda MS;

Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima cleh PPK
pada tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita
dan selanjutnya kami distnbusikan kepada petugas

FPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan

Sangatta Seiatan: |
Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab.

Kutal Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK
mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah
ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK.
Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan
Calon,

Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada
semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat
untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan
VERFAK berpedoman pada JUKNIS;

Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang |
diangkat untuk membatu petugas PPS telah

dilakukan pambekalan atau BIMTEK;




| | » Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK |

| mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk
membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK
ditingkat Kecamatan;

= Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang
diangkat untuk membantu tugas PPS dalam

, | pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan
alamat pendudukan atau orangnya selaru
melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3
hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapasion
ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk
menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul
yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK:

= Bahwa benar selama batas wakiu 7 hari masa
VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan
melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung
yang datang fitik-titlkk kumpul verfak yang telah

disepakati dengan LO;
Il,r-_ E!—'@.\ \ | = Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Sangatts
a% r" . Selatan telah disepakati titik kumpul pelaksanaan
\% \ verfak;
2 | * Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK |

dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan

. pada tanggal B8 Agustus 2020, telah disampaikan
kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak
perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal &
Agustus 2020 jam 14.00 wita;

* Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada
PPS melalui PPK;

. * Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1i.1

KWK dari KPU saksi tidak membukannya;

| * Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas

' PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu |

PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut

kami PPK selalu melakukan pengawasan dan

koordinasi terhada semua PPS maupun tenaga yang
diangkat untuk membatu PPS: ,

= Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada
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beberapa pendukuﬁg untuk  verfak, namun '_F‘F'Si
menclaknya oleh karena berdasarkan dokumen
B1.1KWK. nama pendukung Bapaslon termasuk
yang tidak memenuhi syarat karena diberi tanda
TMS, sehingga pendukung tersebut seolah-olsh
menyalahkan PPK dan PPS karena menolak
melakukan verfak terhadap pendukung
tersebut padahal berdasarkan dokumen B1. 1KWK
nama pengunjung tersebut bertanda TMS;

Mustatho

Bahwa benar saksi adalah PPK K&mmaianﬁangatta
Uars; '
Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual |
pertama pendukung Bakal Pasangan Ealani
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil |
Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28
Juni 2020, |
Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau
tenaga yang diangkat untuk membantu PPS .
melaksanakan verifikasi faktual dan rumah kerumah |
para pendukung berdasarkan data dalam dokumen
B1.1 KWK;

Bahwa verfak awal dilaksanakan dari rumah
kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan
pada fitik kumpul yang telsh disepakati dalam rapat |
koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan |
dan dihadin oleh Panwas Kecamatan; .
Bahwa ketka PPS yang melakukan VERFAK tidak
menemukan alamat atau orangnya maka petugas |
PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan
Calon untuk menghadirkan pendukunnya pada titik
kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan
VERFAK,

Bahwa sepegentahuan saksi pelaksanaan VERFAK
perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal
¢ Agusius 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus
2020,

Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK
perbaikan pada tanggal § Agustus 2020, maka PPK |
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Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat |
koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat |
Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas
Kecamatan Sangatta Utara;

Bahwa benar sepentahuan saksi pada wilayah

Kecamatan Sangatta Wara beberapa LO mengira
bahwa VERFAK perbaikan akan dilaksanakan pada
tanggal 8 Agustus 2020, padahal VERFAK akan
dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020;

Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung
yang fidak memenuhi syarat dsn nama-nama
pendukung yang memenuhi syaral semua termuat
dokumen E1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung
Bapaslon yang bidak memenuhi syarat diberi tanda
TMS. sedangkan untuk pendukung yang memenuhi
syarat diberi tanda MS;

Bahwa benar dokumen B1 1KWK diterima ocleh PPK
pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita
dan selanjutnya kami distnbusikan kepada petugas
PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan
Sangatta Utara,

Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab.
Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK
mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah
ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK,
Panwa tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan
Calon,

Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepads |
semua petugas PP3 atau tenaga yang diangkail
untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan
VERFAK berpedoman pada JUKNIS;

Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang
diangkat untuk membatu petugas PPS telah
dilakukan pembekalan atau BIMTEK; |
Bahwa benar ada kejadian di PPS Desa Swarga
Bara, dimana LD mendatangi PETUGAS PPS dan
meminta petugas PPS untuk melakukan VERFAK
terhadap beberapa orang pendukung Bapaslon
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dengan cara VIDEO GALL. namun pertugas PPS
menclaknya oleh karena untuk melsksanakan
VERFAK dengan cara video call haruslah memenuhi
beberapa syarat yiatu apabila pendukung berada
diluar wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau
bagi pendukung yang sakit yang dibuktikan dengan
surat keterangan sakit dari pejabat yang berwenang,
sementara pendukung yang diminta di VERFAK oleh
LO tersebut samasekall tidsk memenuhi salah sati
dan syarat tersebut, sehingga petugas PPS menolak
untuk melakukan VERFAK namun LO tersebut tetap
ngotot sehingga terjadi perdebatan antara petugas
PPS dan LO tersabut:

Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK
mengundang seluruh anggots untuk rapat, untuk
membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK
ditingkat Kecamatan;

Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang
diangkat untuk membantu ftugas PPS dalam
pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan
alamat pendudukan atau orangnya selaru
melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3
hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapasion
ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk
menghadirkan pendukungnya pada titik-titikk kumpul
yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK;
Bahwa benar selama batas waktu 7 hari masa
VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan
melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung
yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah
disepakati dengan LO:

Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Sangatta
Utara telah disepakati titik 22 kumpul pelaksanaan
verfak,

Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK
dgengan LO dihadiri oleh Panwas tingkai Kecamatan
pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampsikan
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kepada semus LO yang hadir bahwa Verfak !
perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal ©
Agustus 2020 jam 14.00 wita:

Bahwa benar terkait adanya penentuan titik-titik
kumpul untuk verfak yang semula hanya | titik
menjadi 22 titik kumpul adalah atas permintaan dari
LO Bapaslon:

Bahwa benar oleh karena titik kumpul yang semula
hanya | titik dirubah menjadi 22 titik kumpul, sehingga
dokumen B1.1 KWK yang menjadi dassr petugas
PPS melakukan verfak dipecah-pecah menjadi
berberapa bagian, sehingga banyak pendukung yang
datang dititik kumpul tetapi namanya tidak ada dalam
dokumen B1.1 KWK karena terikut dalam dokumen
B1.1KWK bagian lainnya yang telah dibawa oleh
petugas PPS ke titik kumpul lainnya untuk melakukan
verfak |

Bahwa benar PPK maupun petugas PPS tidak ada .
maksud untuk mengacak nama-nama pendudukung
yang termuat dalam dokumen B1.1 KWK, karena
memang nama-nama pendudukung dalam B1.1 KWK
memang acak tidak tersusun berdasarkan titik-titik
kumpul, sehingga karena dokumen B11 KWK
dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sehingga
banyak dokumen yang semestinya berada disuatu
titik kumpul, akan tetapi nama pendukung berada
dalam B1.1 KWK pecahan pada titik kumpul lainnya,
misalnya Pendukung berada pada titik kumpul A,
akan tetapi namanya ada pada pecahan dokumen
B1.1 KWK pada titik B, titilkk C atau titik A;

Bahwa benar pelaksanaan verfak yang telah |
disepakali pada 22 titik hanya berlangsung selama 3
hari, selanjutnya pihak LO Bapaslon meminta supaya
pelaksanaan verfak pada satu titik saja;

Bahwa benar dokumen B1,1KWHK diserahkan kepada
PPS maelslui PPK:

Bahwa benar saksi saat menenma dokumen B1.1
KWHK dan KPU saksi tidak membukannya; |
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Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas
PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu
PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersabut
kami PPK selalu melakukan pengawasan dan
koordinasi terhada semua PPS maupun tenaga yang |
diangkat untuk membatu PPS;

Bahwa dalam pelaksansan verfak perbaikan, ada
beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS |
menclaknya oleh karena berdasarkan dokumen
B1.1KWK, nama pendukung Bapasion termasuk
vang tideak memenuhi syarat karena diber tanda
TMS, sehingga pendukung tersebul seclah-olah
menyalahkan PPK dan PPS karena menolak
melakukan varfak terhadap pendukung
tersebut,padahal berdasarkan dokumen B1.1KWEK
nama pengunjung tersebut bertanda TMS: |
Bahwa sepengetahuan saksi dokumen B1 1KWEK |
berupa tabulasi daftar nama-nama p-andukungl
Bapaslon

yang sudah diverifikasi administrasi,
sehingga yang tidak lolos administrasi akan di TMS
kan dan yang lulu adminitrasi akan di MS kan, yang
mana dafiar nama-nama tersebut bercampur dalam

satu tabulasi.

Arief Setiawan

Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Sangatta
Selatan;

Bahwa sepengetahuan saksi
pertama pendukung Bakal Pasangan
Persecrangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil |
Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28
Juni 2020;

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan
verifikasi administrasi data pendukung Bakal
Fasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan |
Bupat dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, :
karena wverifikasi administrasi adalah kewenangan

KPU Kab, Kutai Timur;

Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau |

faktual
Calon |

vearifikasi




| « Bahwa benar dokumen B1 1KWK diterima oleh PPK

tenaga yang diangkal untuk membanty PPS |
melaksanakan verifikasi faktual dari rumah kerumah
para pendukung berdasarkan data dalam dokumen
81.1 KWK:

Bahwa verfak awal dilsksanakan darfi  rumah
xerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan
pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat
koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan
dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan:

Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak
menemukan alamat atau orangnys maka petugas
PPS berkcordinasi dengan LO Bakal Pasangan
Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik
kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan
VERFAK;

Bahws sepegentshuan saksi pelaksanaan VERFAK
perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal
% Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus
2020;

Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK
perbaikan pada tanggal 8 Agustus 2020, maka PPK
Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat
koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat
Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas
Kecamatan Sangatta Selatan:

Bahwa benar sepentahuan saksi pada wilayah
Kecamatan Sangatta Selatan baberapa LO mengira
bahwa VERFAK perbaikan akan dilaksanakan pada
tanggal 8 Agustus 2020, padahal VERFAK akan
dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020:

Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung
yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama

pendukung yang memenuhi syarat semua termuat
dokumen B1.1KWEK, akan tetapi untuk pendukung
Bapasion yang tidak memenuhi syarat diberi tanda
TMS, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi
syarat diberi tanda MS:
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pada tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita |
dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas |
PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan |
Sangatta Selatan;

Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab,
Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK
mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah
ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK,
Pamwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan
Calon;

Bahwa benar PPK selaly mengingatkan kepada |
seémua petugas PPS atau tenaga yang diangkat |
untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan
VERFAK berpedoman pada JUKNIS:

Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang
diangkat untuk membatu petugas PPS telah
dilakukan pembekalan atau BIMTEK: '
Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PEK |
mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk |
membahas pelaksanaan tahapan-tahapan uEHFAJ{i
ditingkat Kecamatan;

Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang |
diangkat untuk membantu tugas PPS dalam
pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan
glamat pendudukan  atau orangnya  selaru
melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3
hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapaslon
ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk
menghadirkan pendukungnya pada fitik-titk kumpul
yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK:

Bahwa benar selama batas waktu 7 hari masa |
VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan
melakukan VERFAK terhadap sefiap pendukung
yang datang fiik-titilk kumpul verfak yang telah

disepakati dengan LO;

Bahwa benar unluk wilayah Kecamatan Sangatta
Selatan telah disepakati titik kumpul pelaksanaan
verfak;
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Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK |
dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan
pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan
kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak
perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9
Agustus 2020 jam 14.00 wita:

Bahwa benar dokumen B1.1KWEK diserahkan kepada
PPS melalui PPK;

Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1
KWK dari KPU saksi tidak membukannya;

Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas
PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu
PPS. namun dalam pelaksanaan verfak tersebut

kami PPK selalu melakukan pengawasan dan |

koordinasi terhada semua PPS maupun tenaga yang
diangkat untuk membatu PPS:

Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada |

beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS
menclaknya oleh karena berdasarkan dokumen
B11KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk
yang tidak memenuhi syarat karena diberi tanda

TMS, sehingga pendukung tersebut seclah-olah |

menyalahkan PPK dan PPS karena menolak
melakukan verfak terhadap pendukung
tersebut,padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK
nama pengunjung tersebut bertanda TMS:

| Rudi Hartona

Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Sangatta
Utara;

Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Sangatta |

Utara;

Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual
pertama pendukung Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan \Wakil
Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28
Juni 2020;

Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau |

tenaga yang diangkat untuk membantu PPS
melaksanakan verifikasi faktual dar rumah kerumah
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para pendukung berdasarkan data dalam dokumen
B1.1 KWK,

Bahwa verfak awal dilaksanakan dari rumah
kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan
pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat
koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan
dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan:

Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak
menemukan alamat atau crangnya maka petugas
PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan
Calon untuk menghadirkan pendukunnya pada fitik
kumpul yang teiah disepakati untuk melaksanakan |
VERFAK,; .
Bahwa sepegentahuan saksi pelaksanaan VERFAK
perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal
8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus
2020,

Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK
perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK
Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat
koordinasi yang dihadiri cleh PPK, LO tingkat
Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas
Kecamatan Sangatta Utara:

Bahwa benar sepentahuan saksi pada wilayah
Kecamatan Sangafia Utara beberapa LO mengira
bahwa VERFAK perbaikan akan dilaksanakan pada
tanggal 8 Agustus 2020, padahal VERFAK akan
dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020;

Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung
yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama

pendukung yang memenuhi syarat semua termuat |
dokumen B1,1KWK, akan tetapi untuk pendukung |
Bapasion yang tidak memenuhi syarat diberi tanda
TMS, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi
syarat diberi tanda MS;

Bahwa benar dokumen B1. 1KWHK diterima ocleh PPK
pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita |
dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas |




PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan
Sangatta Utara;

Bahwa benar sesuai instruksl dari pihak KPU Kab.
Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK
mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah
ditentukan dalam rapat koordinasi antara FPK,
Parmwa tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan
Calon;

Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada |

semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat
untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan
VERFAK berpedoman pada JUKNIS;

Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang
diangkat untuk membatu petugas PPS talah
dilakukan pembekalan atau BIMTEK;

Bahwa benar ada kejadian di PPS Desa Swarga

Bara, dimana LO mendatangi PETUGAS PPS dan |
meminta petugas PPS untuk melakukan VERFAK |

terhadap beberapa orang pendukung Bapasion
dengan cara VIDEO CALL, namun pertugas PPS
menclaknya oleh karena untuk melaksanakan
VERFAK dengan cara video call haruslah memenuhi
beberapa syarat yiatu apabila pendukung berada
diluar wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau
bag pendukung yang sakit yang dibuktikan dengan

surat keterangan sakit dan pejsbat yang berwenang,
sementara pendukung yang diminta di VERFAK oleh
LO tersebut samasekali tidak memenuhi salah sat
dari syarat lersebut, sehingga petugas PPS menolak
untuk melakukan VERFAK namun LO tersebut tetap
ngotot sehingga terjadi perdebatan antara petugas
PPS dan LO tersebut;

Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK
mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk
membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK

ditingkat Kecamatan;

= Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang |
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dianﬁkat untuk  membantu lﬂ_gas PPS dalam

. pelaksanaan VERFAK, spabila tidak menemukan
alamat pendudukan atau orangnys  selaru
melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3
han telah melakukan koordinasi dengan LO Bapasicn
ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk
menghadirkan pendukungnya pada tifik-titik kumpul
yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK,

» Bahwa benar selama batas waktu 7 har masa
VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan
melakukan VERFAK terhadap setisp pendukung
yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah
disepakati dengan LO:; |

« Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Sangatta |
Utara telah disapahaﬁ' titik 22 kumpul pelaksanaan
verfak;

, +« Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK

dengan LO dihadin oleh Panwas tingkat Kecamatan

ki pada tanggal B8 Agustus 2020, telah disampaikan

kepada semua LO vyang hadir bahwa Werfak
perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal ©
Agustus 2020 jam 14.00 wita;

» Bahwa benar terkait adanya penentuan fitik-titik |
kumpul untuk verfak yang semula hanya | titik
menjadi 22 titik kumpul adalah atas permintaan darn
LO Bapaslon;

» Bahwa benar oleh karena titik kumpul yang semula
hanya | titik dirubah menjadi 22 titik kumpul, sehingga

dokumen B1.1 KWK yang menjadi dasar petugas

PPS melakukan wverfak dipecah-pecah menjadi
berberapa bagian, sehingga banyak pendukung yang
datang dititik kumpul tetapi namanys tidak ada dalam
dokumen B1.1 KWK karena terkut dalam dokumen
B1.1KWK bagian lainnya yang telah dibawa olsh
petugas PPS ke titik kumpul lainnya untuk melakukan
verfak ;

= Bahwa benar PPK maupun petugas PPS tidak ada

maksud untuk mengacak nama-nama pendudukung
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yang termuat dalam dokumen B1.1 KWK, karena
memang nama-nama pendudukung dalam B1.1 KWK
memang acak tidak tersusun berdasarkan titik-titik
kumpul, sehingga karena dokumen B1.1 KWK
dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sehingga
banyak dokumen yang semestinya berada disuatu
titik kumpul, akan tetapi nama pendukung berada
dalam B1.1 KWK pecahan pada titik kumpul lainnya,
misalnya Pendukung berada pada fitik kumpul A,
akan tetapi namanya ada pada pecahan dokumen
B1.1 KWK pada titik B, titik C atau titik A;

Bahwa benar pelaksanaan verfak vyang telah
disepakati pada 22 titik hanya berlangsung selama 3
hari, selanjutnya pihak LO Bapasion meminta supaya
pelaksanaan verfak pada satu titik saja;

Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada
beberapa pendukung untuk wverfak. namun PPS
menclaknya oleh karena berdasarkan dokumen |
B1.1KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk
yang fidak memenuhi syarat karena diberi tanda
TMS, sehingga pendukung tersebut seclah-olah
menyalahkan PPK dan PPS karena menolak
melakukan verfak terhadap pendukung
tersebut, padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK
nama pengunjung tersebut bertanda TMS:

Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada |
PPS melalui PPK; '
Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1
KWK dari KPU saksi tidak membukannya;

Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas
PP3S dan tenaga yang diangkat untuk membantu
PPS, namun daiam pelaksanaan verfak tersebut
kami PPK selalu melakukan pengawasan dan

koordinasi terhada semua PPS maupun tenaga yang
diangkat untuk membatu PPS;

Baharuddin

E.Eiﬁwa benar saksi a.vdalah PPK Kecamatan Teluk
Pandan;

Bahwa sepengetahuan saksi venfikasi faktual
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petama pendukung Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilhan Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulasi tanggal 28
Juni 2020, ,
Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan |
varfikasi administrasi data pendukung Bakal |
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, |
karena verifikasi administrasi adalah kewenangan |
KPU Kab, Kutai Timur;

Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau |
tenaga yang diangkat untuk membantu PPS
melaksanakan verifikasi faktual darl rumah kerumah
para pendukung berdasarkan data dalam dokumen
B1.1 KWK,

Bahwa wverfak awal dilaksanakan dari rumah
kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan
pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat |
koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan
dan dihadin oleh Panwas Kecamatan;

Bahwa ketika PPS yang melakukan verfak tidak
menemukan alamat atau orangnya maka petugas
PFS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan
Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik
kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan
varfak:

Bahwa sepegentahuan saksi pelaksanaan verfak
perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal
9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus
2020

Bahwa benar untuk melakukan persiapan verfak
parbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK
Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat
koordinasi yang dihadii oleh PPK, LO tingkat |
Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas
Kecamatan Teluk Pandan:

Bahwa benar sepentahuan saksi pada wilayah
Kecamatan Teluk Pandan beberapa LO mengira
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bahwa VERFAK perbaikan akan dilaksanakan pada |
tanggal 8 Agustus 2020, padahal verfak akan |
dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020;

Bahwa pelaksanaan verfak awal maupun verfak
perbaikan di wilayah Kecamatan Teluk Pandan
berjalan lancar oleh karena LO Bakal Pasangan
Calon akii berkoordinasi dengan PPK mapun PPS;
Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung
yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama
pendukung yang memenuhi syarat semua termuat
dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung
Bapaslon yang tidak memenuhi syarat diberi tanda
TMS, sedangkan uniuk pendukung yang memenuhi
syarat diberi tanda MS;

Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima cleh PPK
pada tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita
dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas
PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan
Teluk Pandan;

Bahwa benar sesuai instruksi dan pihak KPU Kab.
Kutai Timur petugas PPS melaksanakan verfak muiai
am 14.00 wita pada tibk-titik kumpul yang telah
ditentukan dalam rapat koordinasi antara FPPK,
Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan
Calon;

Bahwa benar PPK ssalalu mengingatkan kepada
semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat
untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan
verfak berpedorman pada juknis,

Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang
diangkat untuk membatu petugas PPS telah
dilakukan pembekalan atau BIMTEK;

Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK

mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk |
|

membahas peiaksanaan tahapan-tahapan VERFAK
ditingkat Kecamatan,

Bahwa benar pelugas PPS dan tenaga yang
diangkat untuk membantu tugas PPS dalam
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pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan
alamat pendudukan atau orangnya selaru
melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3
nari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapasion
ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk
menghadirkan pendukungnya pada titik-titk kumpul
yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK;

Bahwa benar selama batas wakiu 7 hari masa
VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan
melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung

yang datang fitik-tittk kumpul werfak yang telah |

disepakati dengan LO;

Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Teluk

Pandan telah disepakati titk kumpul pelaksanaan
varfak

Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK
dengan LO dihadiri cleh Panwas tingkat Kecamatan
pada tanggal 8 Agustus 2020 telah disampaikan
kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak
perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal @
Agustus 2020 jam 14.00 wita;

Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada
PPS melalui PPK;

Bahwa benar saksi saal menerima dokumen B1.1
KWK dari KPU saksi tidak membukannya;

Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas
FPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu
PPS, namun dalam pelaksanaan wverfak tersebut
kami PPK selalu melakukan pengawasan dan
koordinas: terhada semua PPS maupun tenaga yang
diangkat untuk membatu PPS,

Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada
beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS
menclaknya ocleh karena berdasarkan dokumen
B1.1KWEK, nama pendukung Bapasion termasuk

vang tidak memenuhi syaral karena diber tanda

TMS, sehingga pendukung tersebut seolah-olah |

menyalahkan PPK dan PPS karena menolak




6 | Awal Heris 5,

melakukan  verfak terhadap pendukung
tersebut padahal berdasarkan dokumen B1,1KWK
nama pengunjung tersebut bertanda TMS,

» Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Teluk

Pandan,

Bahwa sepengetshuan saksi verfikasi faktual
pertama pendukung Bakal Pasangan Calon
Persecrangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28
Juni 2020,

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan
verifikasi administrasi data pendukung Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutal Timur Tabun 2020,
karena wverfikasi administrasi adalah kewenangan
KPU Kab. Kutai Timur;

Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau
tenaga yang diangkat untuk membantu PPS
melaksanakan verifikasi faktual dari rumah kerumah
para pendukung berdasarkan data dalam dokumen
B1.1 KWK,

Bahwa sebelum melaksanakan verfak perbaikan
dilaksanakan pertemuan antara PPK dengan 7 LO
Bapaslon serta Panwas tingkat Kecamatan Teluk
Pandan untuk melakukan koordinasi penentuan fitik
kumpul dan wakiu pelaksanaan wverfak, dalam
pelaksanaan rapat tersebuttelah disampaikan bahwa
periaksanaan verfak perbaikan pada tanggal 9
Agustus 2020

Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2020, belum
ada pendukung yang datang ke titik kumpul untuk di
verfak;

Bahwa wverfak awal dilaksanakan dari rumah
kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan
pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat
koordinasi antara PPK dan LO fingkat kecamatan
dan dihadiri oleh Panwag Kecamatan,

Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak




menemukan alamat atau orangnya maka petugas |
PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan |
Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik
kumpul yvang telah disepakati untuk melaksanakan
VERFAK,

+ Bahwa sepegentahuan saksi pelaksanaan VERFAK
perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal
5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus
2020,

+ Bahwa benar uniuk melakukan persiapan VERFAK
perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK
Kecamatan Sangatta Utara melakukan rapat
koordinasi yang dihadiri oleh PPK, LO tingkat
Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas
Kecamatan Teluk Pandan;

» Bahwa pelaksanaan verfak awal maupun verfak
perbaikan di wilayah Kecamatan Teluk Pandan
beralan lancar oleh karena LO Bakal Pasangan
Calen akti berkoordinasi dengan PPK mapun PPS;

» Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung

yvang tidak memenuhi syarat dan nama-nama

pendukung yang memenuhl syarat semua termuat

dokumen B1,1KWK, akan tetapi untuk pendukung

| Bapasion yang tidak memenuhi syarat diberi tanda
TMS, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi
syarat diberi tanda MS;

« Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima oleh PPK
pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 0800 wita
dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas
PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan
Sangatta Selatan; .

« Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab.
Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK
mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah
ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK,

[ Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan

' Calon;

» Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada




semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat
untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan
verfak berpedoman pada Juknis;

Bahwa benar petugas PPS dan tenaga vang
diangkat untuk membatu petugas PPS telah
dilakukan pembekalan atau bimtek;

Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK
mengundang seluruh anggofa untuk rapat. untuk
membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK
ditingkat Kecamatan;

Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang
diangkat untuk membantu ftugas PPS dalam
pelaksanaan VERFAK, apabila fidak menemukan
alamat pendudukan atau orangnya | selaru
melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3
hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapasion
ditingkat Kecamatan dan meminta LO uniuk
menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul
yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK:
Bahwa benar selama batas waktu 7 har masa
VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan
melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung
yang datang ttik-titik kumpul verfak yang telah
disepakati dengan LO;

Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Teluk
Pandan telah disepakati titik kumpul pelaksanaan

verfak,

Bahwa benar dalam rapat koordinasl antara PPK
dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan |
pada tanggal B8 Agustus 2020, telah disampaikan
kepada semua LO vang hadic bahwa WVerfak
perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 8 |
Agustus 2020 jam 14.00 wita,

Bahwa benar dokumen B1. 1KWK diserahkan kepada
PPS melalui PPK, |
Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1.1 |
KWK dari KPU saksi tidak membukannya;

Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada




beberapa pendukung untuk verfak, namun PPS
menolaknya oleh karena berdasarkan dokumen
B1.1KWEK, nama pendukung Bapasion termasuk
yang tidak memenuhi syarat karena diben tanda
TMS, sehingga pendukung tersebut seolah-olah
menyalahkan PPK dan PPS karena menoclak
melakukan varfak terhadap pandukung
tersebut, padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK
nama pengunjung tersebut bertanda TMS;

Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas
FFS dan tenaga yang diangksat untuk membantu
PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut
kami PPK selalu melakukan pengawasan dan
koordinasi terhada semua PPS maupun tenaga yang
diangkat untuk membatu PPS;

Zainal Abidin

Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Rantau
Pulung;

Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual
pertama pendukung Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dimulai tanggal 28
Juni 2020:

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan |
verifikasi administrasi data pendukung Bakal |
Pasangan Calon Perseorangan dalam F'emilihani
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, |
karena wvenfikasi administrasi adalah kewenangan
KPU Kab. Kutai Timur;

Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau
lenaga yang diangkat untuk membantu PPS
melaksanakan verifikas: faktual dari rumah kerumah
para pendukung berdasarkan data dalam dokumen
B1.1 KWK,

Bahwa wverfak awal dilaksanakan dari rumah
kerumah, sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan
pada titik kumpul yang telah disepakati dalam rapat
koordinasi antara PPK dan LO tingkat kecamatan
dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan,




| » Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK fidak

. menemukan alamat atau crangnya maka petugas
PPS berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan
Calon untuk menghadirkan pendukungnya pada titik
kumpul yang telah disepakati untuk melaksanakan |
VERFAK;

+ Bahwa sepegentahuan saksi pelaksanaan VERFAK
perbaikan selama 7V hari, yaitu dimulai sejak tanggal

. : 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus

2020,

| « Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK

perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK

Kecamatan Rantau Pulung melakukan rapat

koordinasi yang dihadii oleh PPK, LO tingkat

, Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas
Kecamatan Rantau Pulung;

« Bahwa pelaksanaan verfak awal maupun verfak
perbaikan di wilayah Kecamatan Rantau Pulung
berjaian lancar oleh karena LO Bakal Pasangan
Calon akti berkoordinasi dengan PPK mapun PPS:

. | » Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung:

. yang tidak memenuhi syarat dan nama-nama

pendukung yang memenuhi syarat semua termust

dokumen B1 1KWK, akan tetapi untuk pendukung

Bapaslon yang tidak memenuhi syarat diberi tanda

TMS, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi
syarat diberi tanda MS;,

+ Bahwa benar dokumen B1.1KWK diterima cleh PPK
pada tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita
dan selanjutnya kami distribusikan kepada petugas
PPS di semua kelurahan dan Desa di Kecamatan |
Rantau Pulung; |

'« Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab.

Kutai Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK

mulai jam 14.00 wita pada titik-titik kumpul yang telah

ditertukan dalam rapat koordinasi antara PPK,

Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan
, Calon;
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Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada
semua pefugas PPS atau tenaga yang diangkat
untuk membantu tugas PPS dalam melaksanakan
verfak berpadoman pada juknis:

Bahwa benar petugas PPS dan lenaga yang
diangkat untuk membatu petugas PPS telah
dilakukan pembekalan atau Bimtek:

Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK
mengundang seluruh anggota untuk rapat, untuk
membahas pelaksanaan tshapan-tahapan VERFAK |
ditingkat Kecamatan;

Bahwa benar petugas PPS dan tenaga vyang
diangkat untuk membantu tugas PPS dalam
pelaksanaan VERFAK, apabila tidak menemukan
alamat pendudukan atau orangnya selaru
melaporkan kepada PPK dan PPK paling lambat 3
hari telah melakukan koordinasi dengan LO Bapaslon
ditingkat Kecamatan dan meminta LO untuk
menghadirkan pendukungnya pada titik-titik kumpul
yang telah disepakati untuk melakukan VERFAK
Bahwa benar selama batas waktu 7 harl masa
VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan
melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung
yang datang titik-titik kumpul verfak yang telah
disepakati dengan LO:

Bahwa benar untuk wilayah Kecamatan Rantau
Pulung telah disepakati titik kumpul pelaksanaan
verfak,

Bahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK
dengan LO dihadin oleh Panwas tingkat Kecamatan
pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan
kepada semua LO vyang hadir bahwa Verfak
perbaikan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9
Agustus 2020 jam 14.00 wita:

Bahwa pada tanggal & Agustus 2020 tidsk ada
pendukung Bapaslon maupun LO yang datang ke
PPS untuk dilakukan verfak perbaikan karena para
LO Kecamatan memang telsh berkoordinasi dengan




PPK dan mengetahui bahwa verfak perbaikan akan
dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020

= Bahwa benar dokumen B1. 1KWK diserahkan kepada
PPS melalui PPK;

« Bahwa benar saksi saat menerima dokumen B1. 1
KWK dari KPU saksi fidak membukannya:

» Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada
beberapa pendukung untuk wverfak, namun PPS
menolaknya oleh karena berdasarkan dokumen
B1.1KWK, nama pendukung Bapaslon termasuk
yang tidek memenuhi syarat karena diberi tanda
TMS, sehingga pendukung tersebut seclah-olah
menyalahkan PPK dan PPS karena menalak

| melakukan verfak terhadap pendukung
tersebut padahal berdasarkan dokumen B1.1KWK
nama pengunjung tersebut bertanda TMS:

* Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas
PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu
PPS, namun dalam pelaksanaan verfak tersebut
kami PPK selalu melakukan pengawasan dan

koordinasi terhada semua PPS maupun tenaga yang
diangkat unfuk membatu PPS:

Sutam|

«Bahwa benar saksi adalah PPK Kecamatan Rantau
Pulung;

« Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi faktual pertama
pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Tahun 2020 dimulai tanggal 28 Juni 2020;

sBahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan
verifikasi  administrasi data pendukung Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020,
karena wverifikasi administrasi adalah kewenangan
KPLU Kab. Kutai Timur;

«Bahwa Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPS atau
tenaga yang diangkat untuk membantu PPS
melaksanakan verifikasi faktual dari rumah kerumah
para pendukung berdasarkan data dalam dokumen
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B1.1 KWK

= Bahwa verfak awal dilaksanakan dar rumah kerumah,
sedangkan verfak perbaikan dilaksanakan pada ftitik
kumpul yang telah disepakati dalam rapat koordinasi
aniara PPK dan LO tingkat kecamatan dan dihadiri
oleh Panwas Kecamatan;

*Bahwa ketika PPS yang melakukan VERFAK tidak
menemukan alamat atau crangnya maka petugas PPS
berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon

| untuk menghadirkan pendukungnya pada titik kumpul
yang telah disepakati untuk melaksanakan VERFAK;

«Bahwa sepegentahuan saksi pelaksanaan VERFAK
perbaikan selama 7 hari, yaitu dimulai sejak tanggal §
Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus
2020,

«Bahwa benar untuk melakukan persiapan VERFAK
perbaikan pada tanggal 9 Agustus 2020, maka PPK
Kecamatan Rantau Pulung melakukan rapat
koordinasi yang dihadiri oleh PPK LO fingkat
Kecamatan Bakal Pasangan Calon, serta Panwas
Kecamatan Rantau Pulung;

«Bahwa pelsksanaan verfak awal maupun verfak
perbaikan di wilayah Kecamatan Rantau Pulung
barjalan lancar oleh karena LO Bakal Pasangan Calon
akti berkoordinasi dengan PPK mapun PPS;

* Bahwa sepegetahuan saksi nama-nama pendukung
yang ftidak memenuhi syarat dan nama-nama
pendukung yang memenuhi syarat semua termuat
dokumen B1.1KWK, akan tetapi untuk pendukung
Bapaslon yang tidak memenuhi syarat diberi tanda
TMS, sedangkan untuk pendukung yang memenuhi
syarat diberi tanda MS;

= Bahwa benar dokumen B1. 1KWK diterima oleh PPK

. dan selanjulnya kami distribusikan kepada petugas
PPS di semua kelurshan dan Desa di Kecamatan
Rantau Pulung;

«Bahwa benar sesuai instruksi dari pihak KPU Kab,

pada tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 09,00 wita |




| Kutal Timur petugas PPS melaksanakan VERFAK

~ mulai jam 14.00 wita pada fitik-titik kumpul yang telah
ditentukan dalam rapat koordinasi antara PPK,
Panwas tingkat Kecamatan dan LO Bakal Pasangan
Calon;

*Bahwa benar PPK selalu mengingatkan kepada
semua petugas PPS atau tenaga yang diangkat untuk
membantu tugas PPS dalam melaksanakan VERFAK
berpedoman pada JUKNIS;

«Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat |
untuk membatu petugas PPS teish dilakukan
pembekalan atau BIMTEK:

» Bahwa benar sebelum dilakukan VERFAK ketua PPK
mengundang seluruh anggota uniuk rapat, untuk
membahas pelaksanaan tahapan-tahapan VERFAK
ditingkat Kecamatan;

' «Bahwa benar petugas PPS dan tenaga yang diangkat
untuk membantu tugas PPS dalam pelaksanaan
VERFAK, apabila tidak menemukan alamat
pendudukan atau orangnya selaru melaporkan kepada
PPK dan PPK paling lambat 3 hari telah melakukan
koordinasi dengan LO Bapaslon ditingkat Kecamatan
dan meminta LO untuk menghadirkan pendukungnya
pada fitik-titlk kumpul yang telah disepakati untuk |
melakukan VERFAK;

«Bahwa benar selama batas wakiu 7 had masa
VERFAK belum habis, maka petugas PPS tetap akan
melakukan VERFAK terhadap setiap pendukung yang
datang fitik-titik kumpul verfak yang telah disepakati
dengan LO:

»Bahwa benar untuk wilayah Kecamsatan Rantau
Pulung telah disepakati titik kumpul pelaksanaan
verfak:

sBahwa benar dalam rapat koordinasi antara PPK
dengan LO dihadiri oleh Panwas tingkat Kecamatan
pada tanggal 8 Agustus 2020, telah disampaikan
kepada semua LO yang hadir bahwa Verfak perbaikan
akan mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020
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jam 14.00 wita:
*Bahwa benar dokumen B1.1KWK diserahkan kepada

PPS melalui PPK. |
*Bahwa benar saksi sast menerima dokumen B1.1 |

KWHK dari KPU saksi tidak membukannys; |

= Bahwa dalam pelaksanaan verfak perbaikan, ada beberapa |
pendukung untuk verfak, namun PPS menolaknya oleh |

karena  berdasarkan dokumen B1.1KWK, nama |
pendukung Bapaslon termasuk yang tidak memenuhi
syarat karena diberi tanda TMS, sehingga pendukung |
tersebutl seolah-olah menyalahkan PPK dan PPS
karena menolak melakukan verfak terhadap
pendukung tersebut padahal berdasarkan dokumen
B1.1KWK nama pengunjung tersebut bertanda TMS;
» Bahwa benar yang melakukan verfak adalah petugas
PPS dan tenaga yang diangkat untuk membantu PPS,
\ namun dalam pelaksanaan verfak tersebut kami PPK
q selalu melakukan pengawasan dan koordinasi terhada
semua PPS maupun tenaga yang diangkat untuk
membatu PPS; |

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemochon mengikuti seluruh proses musyawarah
penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Pemochon menyampaikan
kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis
musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan
di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukli, ternyata pada verifikasi faktual
perbaikan Termohon dan jajarannya terbukti telah mengabaikan tata cara dan
prosedur verifikasi faktual dukungan perbaikan sebagaimana diatur dalam
Lampiran KEPKPU-PEDNIS Penyerahan Dukungan dan Verikasi BAPASLON.
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang umumnya adalah LO, ternyata
Termohon dan atau jajarannya dari PPS s/d PPK tidak melakukan koordinasi
yang baik kepada para Pemohon dan atau LO-nya sehingga Pemohon dan tim
LO-nya berinisiatif sendiri (sepihak) untuk mengundang seluruh pendukung pada
wakiu dan tempat yang telah ditentukan oleh Pemohon sendiri khususnya pada
tanggal 8 Agustus 2020;

2. Bahwa berdasarkan hasil persidangan disimpulkan bahwa Data Pendukung yang
lolos Vermin Perbaikan untuk kemudian di Vermin Perbaikan oleh Termohon
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dengan jumlah 16,893, ternvata dimiliki dan dikuasai sandiri oleh Termohon dan
tidak dibagikan atau di-sharing atau tidak dikoordinasikan kepada Pemohon dan
atsu LO Pemohon yang semestinys diterima oleh Pemohon, namun oleh
Termohon tidak diberikan dengan alasan dokumen tersebut adalah hal yang
rahasia. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh para saksi sdr. Kasman Jatnico
dan sdr. Roy Pattinurung. Akibatnya Pemohon dan LO Pemchon berinisiatif
sendirl untuk mengundang +20.000 pendukung yang didasarkan pada data yang
telah diseleksi berkas oleh Termohon untuk menghadiii Verfak Perbaikan
Fadahal seharusnya hanya 16.893 data pendukung yang dapat di Verfak pada
masa Perbaikan dari +20.000 data tersebut. Bahkan berdasarkan keterangan
saksi sdr. Baharuddin (PPK Teluk Pandan) menyatakan bahwa saksi pada
prinsipnya ingin membagikan data yang telah di Vermin kepada LO Bapaslon
sebagai bahan koordinasinya untuk memudahkan memobilisasi pendukung yang
akan di Verfak, namun saksi mendapatkan informasi yang tidak benar dari salah
satu Komisioner Termohon bahwa data tersebut telah diserahkan kepada
Pemohon, Faktanya data yang dimaksud tidak pemah diserahkan dan diterima

_ olefh Pemohon:

. Astiwa ini adalah fakta tidak adanya komunikasi dan koordinasi dari pihak

“Termohon kepada para LO dan atau Bapasion sehingga jelas secara materi

Pemohon dirugikan dan selain itu, umumnya yang menghadiri Verfak adalah
pendukung-pendukung yang telah dinyatakan TMS oleh Termohan. Sebagai
akibatnya pendukung yang dinyatakan M5 dalam Verfak Perbaikan nilainya tidak
maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh Pamohon:

Bahwa selain itu, Termohon tidak melakukan Verfak pada tanggal & Agustus
2020, sedangkan tahapan tersebut telah diatur khusus melalui Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) Nomeor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
VWakil Bupati, danfatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diperbaharui untuk ketiga dan terakhir kalinya dengan PKPU Nomor 5 Tahun
2020. Dalam lampirannys pada angka |l tentang Penyelenggaraan Sub
Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubermnur/Bupati dan Wakil BupatiWalikota dan Wakil Walikota huruf d
ditegaskan bahwa Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan dilakukan
pada tanggal 8 Agustus 2020 sid 16 Agustus 2020 Akibatnya pendukung yang
telah diundang cleh Pemohon untuk datang menghadiri Verfak Perbaikan pada
tanggal & Agustus 2020 kecewa karena tidak terakomodir dalam Verfak yang
seharusnya dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2020 cleh Termohon, sebagai
contoh sebagaimana ditunjukkan dalam alat bukti P-9. Dampak berikutnya dari
kekecewaan pendukung adalah pada hari-hari Verfak Perbaikan berikutnya yakni
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tanggal 9 s/d 16 Agustus 2020, para pendukung Pemohon tidak semaksimal hari
pertama (tanggal & Agustus 2020) sehingga yang dapat di Verfak pada hari-har
berikutnya jumlah berkurang secara drastis. Faktanya akumulasi data pendukung
yang di Verfak dari tanggal 9 s/d 15 Agustus 2020 hanya berkisar +3.000-an dari
total 16.883 data pendukung yang seharusnya di Verfak. Sehingga potensi
kehilangan dukungan Bapaslon berkisar +13.000-an yang mana bila terpenuhi,
maka akan mencukupi nilai ambang batas yang persyaratkan oleh Termohaon
bagi Bapaslon untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Timur Tahun 2020. Pernyataan tersebut didukung dan diparsaksikan
cleh pada saksi sdr. Hasbullah, sdr. Baharuddin Hannan, sdr. Kasman Jatnico,
dan sdr. Roy Pattinurung;

Bahwa fakta-fakla tersebut didukung pula oleh fakta-fakta lain yakni adanya
pengakuan darn beberapa saksi yang menyatakan bahwa banyak dukungan yang
semestinya dapat di Verfak dan menambah potensi dukungan Bapaslon, namun
tidak di Verfak dengan alasan telsh di-TMS-kan oleh Termohon tanpa alasan
yang dapat dipertangungjawabkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Saksi

. 8dr. Masduki demikian pula keterangan dari saksi-saksi lainnya;
&hwa persidangan pun membuktikan bahwa Pemohon telah menyampaikan
|

berbagai macam keberatan dalam proses Rekapitulasi Verfak Perbaikan kepada

- Termohon dalam berbagai tingkatan dan terbukti berdasarkan T-24, T-25, T-26,

T-27, T-32 T-36, dan T-38. Namun Termchon tetap mencatatkan dalam BA 7
KWK Perbaikan bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon. Hal ini merupakan
penyesatan yang jelas merugikan dan menghilangkan hak Pemohon;

Bahwa ketentuan BAB V Huruf C butir 1c mengatur bahwa PPS melakukan
venfikasi feklual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan
Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Persecrangan untuk
menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa stau sebutan lain'kelurahan
pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran
dukungan;

Bahwa fakta persidangan juga membuktikan jika saksi yang di ajukan pihak
Termohon adalah saksi testimony de auditc yang secara hukum tidak memenuhi
kategon saksi yang keterangannya dapat di jadikan alat bukti yang sempuma:
Bahwa saksi Termohon bukanlah saksi yang secara hukum dapat membantah
dalil permohonan atau secara yuridis fidak berkocmpoten untuk memberikan
keterangan karena tidak berkesesuaian dengan dalil permohonan dan juga dalil
bantahan Termohon sendiri;

Bahwa selain itu, kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Termohon, adalah
kesaksian yang Dbersifat Testimonium De Auditu dan tidak dapat
dipertanggungiawabkan secara hukum karena tidak memenuhi syarat sebagai
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saksl. Selain itu keterangan saksi Termohon hanya mengungkapkan kena PPS

yang bukan kewenangan saksi sebagai PPK dan koordinator teknis bahkan

beberapa keterangan saksi Termohon justru menjustifikasi dalll permohonan

Pemochon;

11. Bahwa Pasal 24 PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomar & Tahun
2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
mengatur bahwa:

(1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayal (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cars
berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal
Pasangan Calon untuk menghadirkan selurubh pendukung di wilayah desa
atau sebutan lain/kelurahan pads tempat yang telah ditentukan paling lambat
3 (tiga) han sejak pendukung tidak dapal ditemui, guna mencocokkan dan

~ | meneliti kebenaran dukungan.

; J_ [‘é}\rﬂaram hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan
“Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimanadimaksud
%‘“\H pada ayat (1), PPS hanya melakukan verifikasi fakiual terhadap pendukung

=
-

~ yang hadir

(3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan unfuk
datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat
sebelum batas akhir varifikasi fakiual.

(4) Dalem hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas wakfu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dukungan Bsakal Pasangan
Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama
pendukung tersebut dicoret dan daftar dukungan.

12, Bahwa Pasal 2 UU PILGUBBUPWAL mengatur bahwa pemilihan dilaksanakan
secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil, Bila tidak terpenuhi dengan baik maka, proses pemilihan tentu cacat secara
hukum dan mencedarai demokrasi pada tingkat local yang dapat mangakibatkan
dibatalkan atau batal demi hukumnya pemilihan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka mohon kepada Majelis Ajudikasi untuk dapat
menerima, memeriksa dan memutuskan perkara inj dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan/Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KPU
Kabupaten Kutai Timur Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan Tanggal 21
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Agustus 2020TentangPerbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Persecrangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020
Jjuncto Berita Acara Model BA.7 KWK Persecrangan, Terhadap Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kutai Timur;

. Memerintshkan Termohon untuk melakukan proses verifikasi ulang secara

terbuka terhadap data-data dukungan Pemohon yang telah digjukan kepada
Termohon;

. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai salah satu

pasangan calon darni jalur persecranganfindependen dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020,

. Memerintahkan Termchon untuk mencatatkan Pemohon sebagai salah satu

calon pasangan terdaftar Bupati dan Wakil Bupati Kabupsten Kutai Timur Tahun
2020 yang memenuhi syarat menurut Hukum:

. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berpendapat lain mohon Putusan yang
seadil-adilnya {ex aequo ef bono)

A

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah

panyelesaian sengketa dalam permohonan a guo, Termohon menyampaikan

kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan

Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan

sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1

Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang mempersoalkan proses verifikasi

taktual tahap pertama dari tanggal 28 Juni 2020 s.d. 11 Juli 2020, sebagaiman

hasilnya tertuang dalam Form BA 7-KWK Persecrangan Rekapitulasi Dukungan

Bakal Pasangan Calon Persecrangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten tanggal 21 Juli 2020 (bukti T.2),

haruslah dinyatakan ditolak dan diabaikan, oleh karena :

a. Keberatan - keberatan Pemohon tersebut pada pokoknya sama dengan
keberatan yang telah disampaikan dalam lampiran BA.7-KWK Persecrangan
(T.2), dan keberatan tersebut lelah diproses di Bawaslu Kutal Timur yang
hasiinya seperti yang diakul oleh Pemohon sendirl dalam permohonannya
angka 10, bahwa keberatan —keberatan Pemochon tidak dapat dibuktikan
kebanarannya,

b. Bahwa dengan diterima dan dilakukannya proses perbaikan dukungan bakal
calon oleh Pemochon, maka secara hukum Pemohon harus dianggap




menenma dan mengakul serta tidak mempersoalkan lagl keberatan -
keberatan menyangkut proses pencocokan data B 1-KWK dengan B.1.1-
KWK (screening data), proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh
KPU Kutai Timur/Termohon dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS
dibawah supervise PPK, dan keberatan lain menyangkut ada data pendukung
yang dianggap tidak diverifikasi factual,

. Bahwa oleh karena itu keberatan - keberatan Pemohon mengenai proses
tahap pertama, beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa terhadap keberatan - keberatan Pemohon khususnya dalam verifikasi
faktuan tahap perbaikan dukungan, yang berlangsung dari tanggal 8 Agustus 2020
sampal dengan 15 Agustus 2020, sama sekali tidak didukung dengan alat bukti
vang diajukan oleh Pemohon :

a. Bahwa keberatan mengenai pendukung Yetti Karyawati, Masduki dan Arya
Sanjaya domisili kec. Sangatta Utara yang tidak diverfak oleh PPS. karena
dalam data perbaikan sudah TMS. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi

I % Mustatho ketua PPK kecamatan sangata Utara, menerangkan bahwa

| pendukung - pendukung tersebut tidak dilakukan verifikasi factual dalam
verfak dukungan perbaikan, karena mereka itu sudah tidak dapat lagi
menjadi atau masuk sebagai pendukung perbaikan, disebabkan mereka iu
sudah pernah diverfak dalam verfak awalftahap pertama, dengan status TMS,
hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 32 A ayat (2) PerKPLU No.18 tahun

2018,

b. Bahwa keberatan mengenai, tidak singkronnya tanggal undangan Termohon
ke pendukung untuk verfak perbaikan yanitu tanggal 8 s.d. 16 Agustus 2020,
sedangkan Termohon memulai Verfak perbaikan tanggal 8 Agustus 2020
sampai dengan 15 Agustus 2020, yang mengsakibatkan kehilangan
pendukung, karena pendukung banyak berkumpul pada tanggal 8 Agustus
tersebut, sedangkan hari — hari lain animonya berkurang. Keberatan
Femohon tersebut tidak terbukti, oleh karena :

a. Sesuai dengan bukti T.3 berupa notulen rapat koordinasi tahapan
verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan, tanggal 6 Agustus 2020, jam
14.00 wita sampal selesai, bertempat di ruang rapat KPU Kutai Timur /
termechon yang dihadii oleh LO kabupaten Paslon (Baharuddin dan
Hasbullah serta dari Bawaslu Kutai Timur, dalam rapat koordinasi
tersebut telah disepakati pelaksanaan Verfak perbaikan akan dilakukan
tangga 9 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020, juga disepakati
agar para LO kecamatan dan desa berkordinasi dengan PPK serta PPS
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setempat. Bukti T3 ini berkaitan erat dengan bukti T.66 berupa rekaman
video rapat koordinasi tanggal 6 Agustus 2020:

b. Berdasarkan bukti T.51, T,52, T.53, T.54, T.56, T,57, T.58, T.58, T80,
T.61, T,62, T.63, T.64 dan T.65 masing masing berupa rapat koordinasi
antara PPK dengan LO Kecamatan Paslon, yang menyepakati selain titik
kumpun juga disepakati harl pertama verfak perbaikan vaitu tanggal 9
agustus 2020 s.d 15 Agustus 2020, kegiatan ini dibenarkan oleh para
saksi yang Pemohon ajukan bahwa benar ada koordinasi tanggal 8
Agustus antara kami para PPK kecamatan dengan LO paslon;

c. Bahwa sesual dengan keterangan saksi Pemohon Baharuddin dan
Hasbullah, bahwa undangan berkumpul sudah kami edarkan sejak
tanggal 3 Agustus 2020 tanpa koordinasi dengan KPU, karena
perpatokan pada tahapan awal yang sudah ads yaitu verfak perbaikan 8
Agustus 2020 s.d. 16 Agustus 2020, namun karena ada perubahan kami
buatkan undangan lagi;

d. Bahwa sangat ironi, Pemohon sudah menentukan tanggal verfak tapi titik
kumpul belum ditentukan. Kedatangan pendukung Termohon di tanggal &
Agustus 2020 untuk verfak kemudian tidak diverfak, karena belum ada
petugas pps. bukaniah kesalahan atau kelalaian Termohon, melainkan
kelalaian dan tanggung jawab LO Pemohon sendir;

2, Bahwa selain itu Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan berapa
pendukung yang telash ada datang dan berkumpul di PPS mana saja
tanggal 8 Agustus 2020 tersebut, sekiranya ada bukanlah kesalahan
atau kelalaian Termohon, melainkan kelalaian dan tanggung jawab LO
Femohon sendiri,

Alasan bahwa KPU tidak memberikan data B.1.1-KWK perbaikan seperti
yang dipegang oleh PPK selanjuinya ke PPS, hal tersebut sudah
terbantahkan dengan keterangan saksi Hasbullah, bahwa LD pemah
mengirim sural ke KPU meminta data tersebut, namun oleh KPU dijawab
bahwa ada kewajiban KPLU memberikan data tersebut kepada Paslon, Bahwa
data yang ada dalam B 1.1-KWK perbaikan sejatinya adalah data Pemohon
sendirl yang telah dimput ke SILON, sehingga sebenarnya Pemohon
haruslah dianggap lebih mengetahui datanya tersebut;

Bahwa terdapat beberapa pendukung Pemohon, antara lain ada 125

pendukung yang tidak diverfak di Desa Pengadan Baru Kec. Kaubun, karena

petugas fidak tepat wakiu, ada 11 dukungan di desa sangatta utara tidak
diverfak, bahwa dalil - dalil tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan, oleh
karena selain tdak jelas siapa-siapa orang/pendukung yang dimaksud, juga
tidak ada bukti yang menyatakan adanya orang-orang tersebut. Selain itu ada
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kewajiban Pemohon menghadirkan pendukungnya untuk diverfak, kendala
waktu, tempat dan animo masyarakat tidak dapal menjadi alasan untuk
menyalahkan Termohon, cleh karena sekiranya memang betul orang —orang
tersebut mendukung, maka apapun keadsanya tetap bersedia hadir untuk
diverfak, apalagi tenggang wakiu yang disediakan adalah 7 (tujuh) hari dalam
masa verfak perbaikan. kewajiban PPS hanya berkoordinasi dengan LO
bukan menghadirkan apalagi emanggil pendukung untuk diverfak, menjadi
kewajiban Pemohon untuk menghadirkan pendukungnnya kalau memang
benar mendukung. Bahwa tindakan PPS dalam kasus tersebut sudah sesual
dengan Bab V huruf C butir 1 ¢ Keputusan KPU No, 82/PL.02-
Kpt/lD8/KPUNI2020 tentang Petunjuk tehnis Penyerahan Dukungan dan
Verfikasi DukunganBakal Fasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota
dan Wali kota Tahun 2020 tanggal 10 Februan 2020;

Bahwa Dalam pleno Termchon tanggal 21 Agustus 2020, dinyatakan tidak
ada keberatan namun dalam lampiran ada keberatan dari Pemohon. Sesual
dﬂpgan bagian D angka 2 huruf C nomor 3, SK KPU No. B2/PL.02.2-

| Kpt/08/KPUNII2020, tanggal 10 Februari 2020 Tentang Petunjuk Tehnis

Penyerahan Dukungan dan Verifikasi DukunganBakal Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wali kote Tahun 2020, tanggal 10
Februari 2020. Ditegaskan bahwa setiap keberatan harus disertai dengan
bukti, jika dapat dibuktikan maka dilakukan perubahan sesuai dengan bukti
tersebut, namun jika tidak disertai bukti namun tetap keberatan, maka hanya
akan dicatat dalam lampiran Berita Acara. Bahwa keberatan ini sama sekali
tidak mempengaruhi perolehan dukungan bagi Pemochan

Bahwa terhadap keberatan telah melaporkan beberapa kejadian kepada
bawaslu, namun hasiinya belum ada, hal tersebut diluar kewenangan
Termohon;

Bahwa terhadap keberatan Pemohon bahwa Perkiraan Pemohon sekitar
23.782 dari total 48 780 berkas dukungan yang diabaikan oleh Termohon,
sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon, bahwa terhadap dalil
keberatan tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena selama dalam proses musyawarah terbuka berlangsung, Pemchon
sama sekall tidak pernah membuktikan rincian darimana angka 23782
pendukung tersebut diperoleh, didaerah kecamatan mana saja pendukung itu
berada dan apakah betul orang tersebut mendukung pencalonan Pemahon.
Bahwsa berdasarkan alsan-alasan angka 2.1 s.d. 2.7 tersebut di atas, dapat

termohon simpulkan bahwa keberatan-bekeratan Pemohon khususnya
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terhadap proses dan hasil verfak perbaikan, sama sekall tidak tersebukt.
Oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan:

3, Bahwa terhadap adanya ‘screening data® dukungan yang disampaikan oleh

Pemohon kepada Termohon, berupa pencocokan data antara Form B 1-KWK
dengan hasil Input SILON Form B.1.1-KWK perseorangan, yang menyebabkan
tersortimya 626 pendukung akibat Form B.1-KWK tidak lengkap. Meskipun masalh
ini merupakan keberatan terhadap prosss awal yang nyatanya Pemohon telah
menerima hasil proses tersebut dan memilih melanjutkan ke proses perbaikan,
namun demikian perlu Termohon tegaskan bahwa pencocokan Form B 1-KWK
dengan hasil Input SILON Form B.1.1-KWK yang dilakukan cleh KPU/T ermaohon,
(vide bukti Termohon T.40) berdasarkan perintah dan kewenangan yang diberikan
oleh peraturan perundang -undangan yaitu Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perturan
KFPU No. 18 Tahun 2018, sebagaimana telah dirubah dengan Perturan KPU No. 1
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
danfatau Walikota dan Wakil Walikota. Demikian pula kewengan KPU Kutal Timur

-{Hnelalﬁlukan verifikasi administrasi (Vide bukti Termohon T.41) merupakan

It.pwd{mngan yang diberkan peraturan perundang -undangan yaitu Pasal 18

_Perturan KPU Mo. 18 Tahun 2019, sebagaimana telah dirubah dengan Perturan

KPLU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati danfatau Walikota dan Wakil Walikota,

. Terhadap istilah yang muncul dalam musyawarah tersebut, *10 plus empat”

dalam verfak awal, sepuluh hari pertama sensus empat hari terakhir pengumpulan
pendukung yang tidak bias ditemui oleh PPP dan mendatangi Kantor PPS untuk
menyatakan dukungan. Istilah ni tidak ada dalam pemahaman dan penerapan
dalam jajaran termohon, dalam melakukan verfak baik tahan awal maupun tahan
perbaikan pedomannya adalah Pasal 23, 24 dan 25 Perturan KFU No. 18 Tahun
2018, sebagaimana telah dirubah dengan Peruran KPU No. 1 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubemur dan wakil Gubernur, Bupati dan VWakil Bupali dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota junto Bab IV huruf C butir 1 d, SK KPU No.
82/PL. 02 2-Kpt06/KPUNIF2020. Tentang Petunjuk Tehnis Penyerahan Dukungan
dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemiiihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan
Wali kota Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020:

Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon sangat tidak beralasan, oleh
karena :
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Petitum angka 2, 3, 4 dicabut, 5, 6, dan tersebut terbukti sama sekali tidak
didukung dengan argumentasi hukum dan hal fersebut tidak diminta dalam
posita permohonan;

Terhadap petitum angka 2 yang memohon : Pembatalan keputusan / Berita
Acara Komisi Pemilihan Umum kabupaten KPU Kabupaten Kutai Timur
Model BA. 7-KWK perseorangan perbaikan tanggal 21 Agustus 2020, Tentang
Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Persearangan
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kutai Timur Tahun 2020 junto
Berita Acara Model BA.7-KWK perseorangan, terhadap Komisi Pemilihan
Umum kabupaten Kabupaten Kutai Timur, adalah permohonan yang tidak
jelas obyek dan dasarnya, oleh karena berits acara B.7-KWK perorangan ada
2 yaitu tanggal 21 Juli 2020 dan tanggal 21 Agustus 2020. dalam posita
permohonan sama sekali tidak jelas landasar petitum tersebut. Selain itu
berita acara tersebut didasarkan pada berita acara plenc PPK, selama hasil
pleno PPK Berita Acara model BA,68 KWK Perseorangan tersebut {vide bukti
T.4, sampai dengan T.38) tidak ada masalah atau dinyatakan cacat hukum
dengan putusan lembags peradilan atau panwas, maka Berita Acara Model
M?-WH perseorangan perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 tetap harus
dinyatakan sah dan mengikat, demikian juga Berita cara BA7-KWK
Persecrangan tanggal 21 Juli 2020 secara hukum harus dianggap tetap sah.
Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Terhadap petitum angka 3 yang meminta Termohon melakukan verifikasi
ulang secara terbuka terhadap data-data dukungan Pemohon yang telah
diajukan kepada Termohon, Permohonan tersebut tidak jelas dasarmya dalam
posita permohonan, selain itu data - data dukungan yang diserahkan kepada
Termohon sudah dilakukan verifikasi yang hasilnya seperti dala Barita Acara
BA.7-KWHK Perseorangan tanggal 21 Agustus 2020 dan 21 Juli 2020 Dalam
proses musyawarah tersebut Pemohon sama sekal tidak dapat membuktikan
adanya pengabaian data dan rincian data pendukung Pemohon yang
terabaikan. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;
Terhadap pettum angka 4 dicabul dalam sidang musyawarah terbuka
tanggal 5 September 2020,

Terhadap petitum angka 5 yang meminta dinyatakan Pemohon memeanuhi
syarat sebagai salah satu  Pasangan calon dar  jalur
persecranganf/independen  dalam pemilihan Bupati dan Weakil Bupati
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Permohonan tersebut tidak jelas
dasarnya dalam posita permohonan, selain itu permohonan tersebut
bertentangan dengan petitum Pemohon angka 3 yang meminta verifikasi
ulang. Dalam proses musyawarah tersebut Pemohon sama sekali tidak dapat
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membuktikan kalau pasangan Pemohon telah memenuhi syarat dukungan
yaitu 22.733 dengan sebaran minimal 10 kecamatan di Kabupaten Kutai
Timur. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Demkian pula petitum angka 6, bertentangan dengan petitum Pemohon
angka 3 yang meminta verifikasi ulang, Dalam proses musyawarah tersebut
Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan kalau pasangan Pemohon
telah memenuhi syarat dukungan yaitu 22 733 dengan sebaran minimal 10
kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu petiturmn tersebut harus
dinyatakan ditolak;

& Bahwa berdasarkan bukti T.53 s.d T.866 yang dikuatkan dengan Keterangan saksi-
saksi Termohon terbukti kalau PPK dan PPS selalu koordinasi dengan LO Paslon,
bahkan beberapa kejadian justru PPS yang selalu menghubungi LO paslon, yang
terkadang tidak aktif HP alau tidak bisa dihubungi. Dengan demikian terbukti
bahwa petugas PPK dan PPS sangat membantu dan melayani Paslon sesuai
dengan tugas dan kewenangannya.

7. Bahwa berdasarkan semua urain tersebut di atas, selanjutnya Termohon dalam

——sengketa pemilihan ini, memohon kepada Majelis Musyarwarah Terbuka Badan

. P'Engawa;s Pemilu Kabupaten Kutai Timur, memberikan putusan yang amarnya :
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Menyatakan Menolak permohonan Pemahon untuk seluruhnya.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

.

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Termohon
mengeluarkan Berita Acara Model BA 7-KWK Persecrangan Perbaikan
tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Persoerangan
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 di
Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan (Vide Bukti P.15; Bukti T.2);

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian
sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal
26 Agustus 2020 dan melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 31
Agustus 2020 dan diregister pada tanggal 1 September 2020,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2]
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
MNomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa:
‘Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan paling




lama 3 (tiga) han kerja terhitung sejak keputusan dan/atsu berita
acara KPU provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.”
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraluran
Badan Pengawas Pemiiihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: “Pemochon
menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud
pada ayal (3) huruf a paling lama 3 (tiga)hari kerja terhitung sefak
pemberitahuan diterima oleh Pemohon”,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, huruf ¢,
dan huruf d, Majelis Musyawarah menilal dan menyimpulkan tenggang
wakiu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan a quo
sesuai dengan katantuan;

2.0BJEK SENGKETA

“a. Menimbang bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon

adalah Berita Acara Model BA. 7-KWEK Perseorangan Perbaikan tentang
Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 di Tingkat
Kabupaten Masa Perbaikan Tanggal 21 Agustus 2020 (Vide Bukh P.15;
Bukti T.1) juncto Berita Acara Model BA 7-KWK Perseocrangan tentang
rekapitulasi Dukungan Bakal dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di
Tingkat Kabupaten/Kota Tanggal 21 Juli 2020 (Vide Bukti P.5; Bukti T.2);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan
Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi *
selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa
dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU
Kabupaten/Kota,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan
Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi
"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan atau bernta acara

73




KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan,;

d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c
Mejelis Musyawarah menilai Berita Acara Model BA.7-KWK
Persecrangan Perbaikan tentang tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Persesorangan Dalam Pemilihan Bupat dan Wakil
Bupati Kutai Timur tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan
Tanggal 21 Agustus 2020 sesual dengan ketentuan mengenai objek
penyelesaian sengketa pemilihan;

e. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, hurf b, dan huruf c,
Majelis Musyawarah menilai Berita Acara Model BAT-KWK
Perseorangan tentang rekapitulasi Dukungan Bakal dan Wakil Bupati
Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Tanggal 21 Juli 2020
tidak memenuhi ketentuan mengenal objek Penyelesaian Sengketa
Pemilihan

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

&

e Hasani dan DR. Ir. Rusmiyati, MP merupakan warga negara yang telah
| mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseocrangan pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

a. Menimbang bahwa Pemohon atas nama H. Sayyid Abdal Nanang Al

b. Menimbang bahwa Berita Acara Model BA. 7-KWHK Perseocrangan Perbaikan
tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di tingkat
Kahupaten/Kota Masa Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020 menyatakan
Bakal Pasangan Calon Tidak Dapat Melakukan Pendaftaran,

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-LUndang
Pemilihan yang menyatakan "Parserta Permithan adalah a. Pasangan Calon
Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Pasangan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati serta Pasangan Calon Waliketa dan Calon Wakil Walikola yang
divsulkan oleh Parfai Politik atay Gabungen Partai Polifik dan/atau b.
FPasangan Calon Persecrangan yang didukung oleh sejumiah orang”,

d Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wall Kota yang berbunyi “Bakal
Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur, Baksl Pasangan Calon
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Bupati dan Wakil Bupali, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang selanjuinya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga
Negars Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partal
Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi
Pamilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota unituk
mengikuti Pemilihan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Momeor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi "Sengkefs
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a teradi
akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPLU
Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara
lengsung”,

Menimbang bahwa ketentuan Pasal & ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “Pemohon dalam
penyelesaian sengketa Pemilihan ferdiri atas a. Bakal Pasangan Calon,
afau b, Pasangan Calon®,

. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d.

huruf &, dan huruf f Majelis Musyawarah menilai Pemohon memiliks
kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemochon dalam mengajukan

permohonan a quo kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Kutal Timur.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

a. Menimbang bahwa Termohon adalah KPU Kabupaten Kutal Timur yang

pada tanggal 21 Agsutus 2020 telah mengeluarkan Berita Acara Model
BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tentang Rekapitulasi Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kutai Timur tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan,

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan

Bawasiu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengkets
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota berbunyi: * Termohon dalam penyelesaian
sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
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untuk sengketa Pamililhan antara paserta Pemilhan dengan
penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan calon untuk sengketa antar
pesarta pemilihan;

¢. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b, Majelis
Musyawarah menilai KPU Kabupaten Kutai Timur memiliki kedudukan
hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa
Pemilihan a quo.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR

a. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berkedudukan di
JI. Yos Sudarso 3 Desa Sangata Utara Kecamatan Sangata Utara
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

b. Menimbang bahwa Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kutai Timur berkedudukan di JI. A Wahab Syahrani Sangata, Kabupaten
Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur,

¢. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf ¢ Undang-Undang Pemilihan
menyatakan bahwa, “Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Hota: c.
menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Senghketa
ilihan yvang fidak mengandung unsur tindak pidana”;

L dl Mg imbang bahwa ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan
; W mﬂnyatakan bahwa: “(1) Bawasiu Provinsi dan Panwasly Kabupaten/Kota
\\\\ e %amfenan;r menyelesaikan sengkefa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
142: (2) Bawaslu Provinsi dan Panwasiu Kabupaten/Kota memeriksa dan

memulus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) han sejak

diferimanya lsporan atau temuan; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwasiu
Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tshapana.

menerima dan mengkaji laporan dan temuan, afau b, mempertemukan pihak

yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan
mufakat”,

@. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIF2019
menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota® dalam pasal 1 angka 17; pasal
1 angka 18; pasal 5 ayat(2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22 ayat (3),
Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 228 huruf ||
Pasal 22D, Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3), Pasal 25
ayat (2); Pasal 30; Pasal 32 Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34
huruf d: Pasal 82 ayat (5); Pasal 83, Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1),
Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat
(1} Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayal (5), Pasal 134
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ayat (8); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141, Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat
(2); Pasal 144 ayat (2), Pasal 146 ayat (1), Pasal 146 ayat (3), Pasal 152
ayat (1), Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1), Pasal 154 ayat (2); Pasal
193 ayat (1); Pasal 192 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubemur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momer & Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedus
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Momor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan

'\:rdﬁng-l..lndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845 dan tidak

aiirflg':unyni kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai *Bawaslu Kabupaten/Kota"
Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Momor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kola dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa:
"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kofa memenksa dan memutus
sengkefa Pemilihan’”,

Menimbang bahwa berdasarkan perfimbangan hukum yang diuraikan pada
huruf 8, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f Majelis Musyawarah
menilai Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berwenang dalam memeriksa dan
memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan a guo sesual
dengan ketentuan;




G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbanag,

sekzama Permohonan Pemohon seria

bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan

jawaban Termohon, Majelis

Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para

pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti
yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan cleh Pemohon berkaitan
dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan Benta Acara Model BA T KWK
tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Persecrangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat
Kabupaten Masa Perbaikan, tertanggal 21 Agustus 2020, yang pada
pokoknya menyatakan Bakal Pasangan Calon Persecrangan in casu
TIDAK DAPAT melakukan Pendaftaran. (Vide Bukti-P15; Bukti-T1);.

2 Menimbang bahwa objek sengketa & guo menenerangkan bDahwa jumiah
dukungan akhir bakal pasangan calon persecrangan yang memenuhi syarat,

- sebagai berikut: (Vide Bukt-P15;Bukii-T1)

—

Uraian

Jumlah
Dukungan

Jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon
perseorangan,

e am

Jumiah Dukungan Bakal Pasangan Calon
Persecrangan vyang dinyatakan Memenuhi
Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkal
Kabupaten Kutai Timur (berdasarkan Berita
Acara Model BA. 7-KWHK Persecrangan)

22.733

12.701

Jumiah Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi
Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat
Kabupaten Kutai Timur pada masa perbaikan
(berdasarkan berita acara model BA. 7-KWK
Perseorangan)

3.817 '

Jumiah sabaran yang memenuhi syarat

18 Kecamatan
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5 Jumiah dukungan akhir yang memenuhi syaral 16.318 '
(no 2 + no3d) J

3. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juli 2020, Termohon meanerbitkan Berita
Acara model BA T-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakxil Bupat: Kutai
Timur tahun 2020 ditingkat Kabupaten/Kota (Vide Bukti P.5; Bukt T.2);

4. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, Termohon menerbitkan
Berita Acara model BA 2-KWK Persecrangan Perbaikan tentang Berita Acara
hasil \erifikasi Administrasi Kesesusian Data Pendukung dengan Surat
Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kutai Timur tahun 2020 Masa Perbaikan ( Vide Bukti P.11; Bukti T.45),

&. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Perubshan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Ty upati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah

\iml#lir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
I;Cﬂrr:lﬁa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan), yang berbunyi
"Peserfa Pemifihan adalsh Passngan Calon Gubemur dan Calon Wakil
Gubemur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta FPasangan
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikofa yang divsungikan ofeh Parfai Politik
atau gabungan Partai Poltik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang
didukung oleh sejumiah orang”

6 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan
berbunyi *Calon perseorangan dapat mendaftarkan din sebagai Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupali serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika
memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan
termuat dalam daftar pemilih telap di deerah bersangkutan pada pemilihan
umum afau Pemilihan sebalumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan,
dengan kefenfuan: a kabupalen/kofa dengan jumiah penduduk yang fermuat
pada daftar pemilih felap sampai dengan 250.000 {dua ratus lima puluf rbu)
fiwa harus didukung paling sedikid 10% (sepulul persen); b. kabupaten'kola
dengan jumlah penduduk yang termual pada daftar pemilih telap lebih dari
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250,000 (dua ratus lima puluh rbu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)
jiwa harus didukung paling sedikit 85% (delapan setengah persen); C
kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 500.000 (lima ratus nbu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
jiwa harus didukung paling sedikit 7.5% (fujuh setengah persen); d.
kabupaten/ota dengan jumlah penduduk yang termust peda daftar pemilif
tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwe herus didukung paling sedikt 6, 5%
{enam setengah persen); dsn e. jumiah dukungan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d tersebar di lebih dan 50% (lima puluh
persen) jumiah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud,

. Menimbang bahwa ketenfuan Pasal 48 Undang-Undang Pemilihan berbunyi

(1) Pasangan calon afau tim yang dibenkan kuasa oleh pasangan calon
menyerahkan dokumen syaral dukungan pencaionan untuk Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada
KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh
dan PPS. {2) Verfikasi administrasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
shukan dengan: & mencocokkan dan mensliti berdasarkan nomor induk
: dudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan langgal lahir, dan alamat

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dan b.
berdasarkan Daftar Pemiliih Tefap pemilu teraxhir dan Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilthan dan Kementenan Dalam Negen. (3) Verfikasi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difakukan KPLU Provins! afau
KPU Kabupaten/Kota dan dapaf berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. (4) KPU Proving atau KPU
Kabupaten/Mota dibantu oleh pasangan calon persscrangan atsu hm yang
diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syaral dukungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi
faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Han sebelum waktu pendaftaran
pasangan calon dimulai, (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat
{4} dilakukan paling lama 14 (empat belas) Han terhitung sejak dokumen syaral
dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi
faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan
metode sensus dengan menemul langsung sefiap pendukung calon. (7)
Verifikasi fakfual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayst (5), terhadap
pendukung calon yang lidak dapal diternui pada saat werifikasi faktual
pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon




yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sefak PPS
tidak dapat menemui pendukung tersebul. (8) Jika pasangan calon tidak dapal
menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi fakival sebagaimana
dimsksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi
syarat. (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud
pada ayal (6), ayat (7). dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi
dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita
acara yang selanjutnya diteruskan kepada PFK dan salinan hasil verifikasi
disampaikan kepada pasangan calon. (11) PPK melakukan wverifikasi dan
rekapitulasi jumiah dukungsn pasangan calon uniuk menghindari adanysa
seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (salu) pasangan
calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling
lama 7 (twjuh) Har (12) Hasil verfikasi dukungan pasangan calon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada aya! (11) dituangkan dalam berita
acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan
as verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepsda pasangan calon. (13)

2 Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Pemilihan Bupati dan Wakil

WV’ Eupé:': dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan

mkaprfufam sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh
pasangan calon perseorangan Sebagal bukli pemenuhan persyaratan
dukungan pencalonan. (14) KPU Provinsi dan KPU Kabupalen/Kola melakukan
verifikasi dan rekapitulasi jumiah dukungan pasangan calon untuk menghindar
adsnya sessorang yang memberkan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)
pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan
paling lama 7 (tujuh) Har. (15} Ketentuan lebih lanjut mengenal mekanisme dan
tats cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU",

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
MNomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubshan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencaionan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota)
yang berbunyi: “Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon
persecrangan terdini atas: a pengecekan syaral jumiah dukungan dan
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250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (kma rafus nbu)
jiwg harus didukung paling sedikit 8 5% (delapan sefengah persen) c.
kabupatentkota dengan fumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih
tetap lebih dari 500.000 (lima ratus nbu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
jiwa harus didukung paling sedikit 7.5% (lujuh setengah persen), d.
kabupaten/kola dengan jumiah penduduk yang termual pada daftar pemifih
tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%
(enam setengah persen); dan e. jumiah dukungan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (iima puluh
persen) jumiah kecamatan di kabupaten/ota dimaksud,

7. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pemilihan berbunyi:
‘(1) Pasangan calon atau lim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon
menyarahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubsmur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serla Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada
KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh

—+  PPK dan PPS. (2) Verifikasi administrasi sebagaimans dimaksud pada ayat (1)

sendudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat
N i an mendasarkan pada Karlu Tanda Penduduk Elekironik afau surat
H%‘;-'——— " katerangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan b.
berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daflar Penduduk
Pofensial Pamilih Pemilthan darn Kementerian Dalam Negeri, (3) Verifikasi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPLU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kofa dan dapal berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi afau Kabupaten/Kola. (4) KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau fim yang
diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikas!
faktual paling lambat 28 {dua puluh delapan) Han sebelum waktu pendaffaran
pasangan calon dimulai. (5) Verifikasi fakiual sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat
dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi
faktual sebagaimana dimaksud pada ayal (4) dan ayat (5) dilakukan dengan
metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. (7)
Verifikasi fakiual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), lerhadap
pendukung calon yang ftidak dapat ditemul pada saal verifikasi faktusl
pasangan caion diberikan kesempafan untuk menghadirkan pendukung calon
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vang dimaksud di kKantor PPS paling lambat 3 {tiga) Har terhitung sejak PPS
tidak dapat menemui pendukung tersebut. (8) Jika pasangan cailon lidak dapat
menghadirkan pendukung calon dalam venfikasi fakiual sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), maks dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi
syarat, (9) Hasil verifikasi fakiual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud
pada ayal (6), ayat (7) dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi
dokumen syaral dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayal (5), ayal (6), ayat (T), dan aya! (8) difuangkan dalam berita
acara yang selanjuinya dileruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi
disampaikan kepeda pasangan calon. (11) PPK melskukan verifikasi dan
rekspitulas jumiah dukungan pasangan calon untuk menghindan adanya
seseorang yang membenkan dukungan kepada lebih dan 1 (salu) pasangan
calon dan adanya informasi manipufasi dukungan yang dilaksanakan paling
lama 7 (tujuh) Han. (12) Hasil verfikasi dukungan pasangan calon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita
acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupalen/ofa dan salinan
I'.ta_sa'f verifikasi can rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. (13)

,‘} _- - iy X Ham Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Pemilihan Bupati dan Wakil
i ' Bupati, dan Pemiiihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan
"1 " mif?apifu:asr' sebagaimana dimaksud pade ayat (12) dipergunakan ofeh

“n pasangan calon perseorangan Sebagal bukli pemenuhan persyaratan

dukungan pencalonan. (14) KPU Frovinsi dan KPU Kabupaten/Kofa melakukan
venfikasi dan rekapitulasi jumiah dukungan pasangan calon untuk menghindari
adanya seseocrang yang membenkan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)
pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan
paling lama 7 (fujuh) Han. (15) Kefentuan lebih lanjuf mengenai mekanisme dan
teta care verifikasi diatur dalam Peraturan KPU"

8, Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wsakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana diubah terekhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Momor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kefiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum MNomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sera Walikota dan
Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil VWalikota)
yang berbunyi: “Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon
persecrangan terdini atas: a. pengecekan syarsl jumlah dukungan dan
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persebarannya;, b. wvenfikasi administrasi dan ¢ verifikasi faktual d
penyerahan syarat dukungan perbaikan; e. verifikasi administrasi perbaikan;
dan f. verifikasi faktual perbaikan”;

8. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyl “(1) Pencalonan Bakal
Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syaraf berdasarkan hasi
rekapilulasi jumiah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen
dukungan perbaikan kepada KPU ProvinsiKIP Aceh atau KPUXKIP
Kabupaten/Kota sesuai dengan fingkatannya, (2) Perbaikan dukungan bagi
Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
difakukan dengan ketenfuan. a. jumiah perbaikan dukungan yang diserahkan
paling sedikit 2 (dua) kali dari jumiah kekurangan dukungan; b. dukungan yang
diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa: 1. dukungan baru
yang belum permah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal

ngan Calon manapun, dan/atau 2. dukungan lama yang lelah diperbaiki,

\ ', pa daftar nama pendukung yang alamainya fidak sesuai dengan wilayah

__:’I' aﬁ;{ inistrasi PPS, dandafau sural pemnyafaan dukungan yang lidak ditempel

: _J;igrngan Kartuy Tanda FPenduduk Elekironik atau afampin Sural Keterangan, dan
] c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kefurahan/desa afau sebufan lain
dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b angka 1, (3} Perbaikan kekurangan jumiah dukungan
Bakal Pasangan Cafon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus dilengkapi pada masa perbaikan’

10.Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32D PKPU Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota, yang berbunyi: (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (3) PPS melakukan
varifikasi faktual secara kolekilf, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon
perseorangan danfatau Hm penghubung Bakal Pasangan Calon wniuk
menghadirkan seluruh pendukung df wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain
untuk mencocokan dan menelifi kebenaran dukungan, (2) Verifikasi fakiual
secara kolekiif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Fasal 23 ayat (2) sampai
dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3),
Fasal 25 dan Pasal 26 (3) PPS mefakukan verfikasi fakiual sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) paling lama 7 (tufuk) Han sejak menerime dukungsan
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perbaikan, (4} Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh FES, PFPK
melaksanakan rekapiulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh
prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28; (5 PPK
melakikan rekapitulasi hasi verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) paling lama 3 Har sejak menenma hasil verifikasi fakiual dari PPS; (6)
Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kola
melaksanakan rekapitulasi hasd verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal
Pasangan Calon Bupatli dan Wakil Bupali dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan
Pasal 30; (7) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupsten/Kota,
KPU Provinsi®IP Aceh melakukan rekspifulasi terhadap hasil venfikasi
perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon psrseorangan untuk Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur dengan menempuh prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 (8) Dalam hal berdasarkan hasil
rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayal (6), dukungan Bakal Pasangan
Calon perseorangan Bupsti dan Wakil Bupali atav Wali Kota dan Wakil Wali
Kota dinyatakan: a. tefah memenuhi syarat jumiah dukungan dan persebaran,
.'{.‘:\_IT’UH{FP Kahupalen¥ota menyalakan perbaikan dukungan Pasangan Calon
__"rsaumngan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

_“dapat mendaftarkan diri sehagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau

;2

Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran; atau b. tidak memenuhi
syaral fumiah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kola
menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan bdak
memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ftidak dapat
mendaftarkan diri sebagsai Pasangan Calon Bupali dan Wakil Bupali atau \Wali
Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaffaran;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilinan Gubemur dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil Bupat, seria
Walikota dan Wakil Walikota berbunyi: * Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digiukan paling lama 3 (tiga) han kera terhitung sejak keputusan
dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota
difetapkan”,

12.Menimbang bahwa BAB IV huruf B Tabel 4.5 Keputusan KFU No.

82/PL.02.2-Kpt/06/l/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan
dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

B3




Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Indikator Keabsahan Kesesuaian
Formulir Model B.1-KWK Persecrangan dengan fotokopi KTP Elektronik
atau Surat Keterangan :

—
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Kondisi

Status

Data antara Formulir Model B.1-KWK
Persecrangan SAMA dengan
identitas kependudukan, berupa;

a. Nama,

b. Nomor Induk Kependudukan;

¢. Alamat Pandukung;

d. Jenis Kelamin; dan

a, Tempat dan Tanggal Lahir.

Memenuhi Syarat

Data antara Formulir Model B. 1-KWK
Persecrangan BEERBEDA dengan
identitas kependudukan, berupa:

a. Nama,

b. Nomor Induk Kependudukan;

c. Alamat Pendukung;

d. Jenis Kelamin; atau

e. Tempat dan Tanggal Lahir.

. Tidak Memenuhi Syarat

| Alamat Pendukung sesuai dengan
| Daerah Pemilihan

Memenuhi Syarat

o’

Alamat Pendukung tidak sesuai
dengan Daerah Pemilihan

Tidak Memanuhi Syarat

5 | Alamat Pendukung sesuai dengan Memenuhi Syarat
wilayah administrasi PPS
€& | Alamat Pendukung tidak sesuai Tidak Memenuhi Syarat
dengan wilayah administrasi PP3
T | Usia Pendukung sudah 17 {tujuh Memenuhi Syarat
pelas) tahun
"8 | Usia Pendukung belum 17 (tujuh “Tidak Memenuhi Syarat
l belas) tahun dan belum menikah
| 8 | Usia Pendukung belum 17 {tujuh Memenuhi Syarat
belas) tahun dan sudah menikah
10 | Pekerjaan pendukung dalam identitas | Tidak Memenuhi Syarat |
kependudukan: Diben tanda dan harus
a. Anggota TNI; dipastikan pekenaan yang
b. Paolri, bersangkutan ketika
c. PNS; ' Verifikasi Faktual.
d. Penyelenggara Pemilihan;,
atau




e. Kepala Desa atau Perangkat
Desa.

13. Menimbang bahwa keteniuan Bab V huruf C Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia MNomor 82/PL.02 2-Kpt/08/KPUANI2020 tentang
Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal
Pasangan Calon Persecrangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020, yang berbunyi: *1. Langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual
Perbaikan Setelah KPLU Provinsi atau KPU Kabupaten®ola melakukan verifkasi
administrasi dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupsten/Kota
melalui PPS melakukan verifikasi fakiual lerhadap dukungan perbalkan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumiah dukungan.
Adapun langkah-langkah dalam verfikasi faklual perbaikan adalah sebagai
benkut: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen
dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK, berups: 1) Formulir Model
B 1.1-KWK Parseorangan Perbaikan unfuk seliap desa atav sebufan

lurshan; 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; 3)

i Varifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (salu) Bakal Pasangan

Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Persecrangan) untuk seliap desa atau
butan lain/kelurahan; 4) Hasil Pengecekan Keberadesan Pendukung di dalam

DRPT Pemily ataw Pemilihan Terakhir dan/stay DP4 untuk sefiap desa afau

sebutan lain/kelurahan, b, PPS melakukan venfikasi faklual perbaikan dengan

cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon danfatau tim penghubung

Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung
di wilayah desa atau sebutan lain/keiurahan pada tempat vang telah difentukan
guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. ¢. Dalam hal Bakal
Pasangan Calon dan/alau fim penghubung Bakal Pasangan Calon
Perseorangan hdak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya
melakukan verifikasi fakiual perbaikan terhadap pendukung yang hadir. d.
Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diben kesempatan untuk datang
langsung ke kantor PPS guna membukiikan dukungannya paling lambat
sebelum batas akhir venfikasi fakiual perbaikan. e. Dalam hal pendukung tidak
hadir sampai dengan batas wakiu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan
nama pendukung tfersebul dicore! dan daftar dukungan. f PPS wapb
berkoordinasi dengan FPL untuk menyampalkan wakiu dan tempat
pelaksanaan verfikasi faktual perbaikan. g. Dalam hal Bakal Pasangan Calon
Ferseorangan danfatau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung
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14.

karena pendukung sedang saekit afau berada di luar wilayah adminisirasi
difaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau lim
penghubung dapal memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faklual perbaikan
dengan memanfaatkan feknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Bakal Pasangan Cafon Perseorangan dsen/atau fim penghubung dapat
menyerahkan surat keferangan alau dokumen lain yang membuktikan bahwa
pendukung yang bersangkutan sedang sskit atau berada di luar wilayah
administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang
barwenang. 2} Dilakukan secara online dan sekelika dengan menggunakan
panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung unluk saling
bertatap muka, meiihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi fakiual
perbaikan. 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi fakiual perbaikan sebagaimana
dimaksud pada angka 2) terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan
difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kemball
terhadap: a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah
pendukung pada saal verifikasi fakiual perbaikan dengan panggilan wideo
dJ'igkukan; atau b) Keabsahan Sural Keterangan kepada inslansi yang

ang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung hdak dapat

_,:' ﬂfﬁ#dfman. 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada

_a,u%ka 2) dihadin ocleh PPL. 2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang
'dr'hasﬂkan 8. Waktu Pelaksanaan Vernfikasi Fakiual Perbaikan Dilaksanakan
pads masa venfikasi faktual perbaikan di bingkat desa atau sebutan
lainfkelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan
Pemilihan Tahun 2020. b. Dokurnen yang dihasilkan: 1) Formulir Model BA. 5-
KWK Perseorangan Perbalkan, dan 2) Lampiran Formulir Mode! BA 5-KWK
Perseorangan Perbaikan. Format Berifa Acara dapal disesuaikan dengan
penambahan beberapa keterangan yang dianggap peru sesual dengan kondisi
ketika wverifikasi faktual 3. Indikafor Verifikasi Fakiual Perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan Indikator Venfikasi Faktual Dokumen Dukungan
Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Indikator
varifikasi faktual saat penyerahan dukungan’

Menimbang bahwa Diktum Kesatu angka satu, Ketentuan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kab. Kutai Timur Nomor: 620/PL.02 2-Kpt/6408/KPU-
Kab/X/2019 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi
Pasangan Calon Persecrangan Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2020, berbunyi. Angka Satu, "Paling Sedikit 10% (sepuluh
persen) dari jurniah dafiar pemilih tahun 2019 sebanyak 227 323 (dua ratus dua
puluh tujuh rbu tiga seratus puluh dua tiga) jiwa, yailu sebanyak 10/100 x




227.323 jiwa atau 22,733 (Dua Puluh Dua Tujuh Ratus tiga puluh tiga) jiwa"
Angke Dua, tesebar dilebih dar 50 % (lima puluh persen) jumiah kecamatan di
Kabupaten Kutsi Timur, yaitu lebih dan: 50/100 X 18 Kecamatan atau tersebar
minimal di 10 (sepuluh) Kecamatan;

15 Menimbang bahwa dalil dalam alasan permochonan Pemochon pada angka 4
sampail dengan angka 13, angka 17, angka 28, angka 29, angka 31, angka 32
dan angka 33 berkaitan dengan proses dikeluarkannya Berita Acara modal
BA7-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
tahun 2020 ditingkat Kabupaten/Kota, tertanggal 21 Juli 2020 (Vide Bukti
P.5,T.2), terhadap dalil permohonan & guo Majelis Musyawarah menilai bahwa
merujuk pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawasiu Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemililhan Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupatl dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

igjukan paiing lama 3 (figa) han kera terhitung sejak keputusan dan/afau

". berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupsaten/Kota ditefapkan”,

I'I'Iﬁha Majelis Musyawarah menyimpulkan bahwa dalil dalam alasan
parmohonan a quo dikesampingkan,

i6. Menimbang bahwa dalil dalam alasan permchonan Pemohon angka 23 sub 2,
Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya nama pendukung yang tercatat
dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbakan yang Tidak
Memenuhi Syarat pada saat verifikasi administrasi perbatkan namun
setelah dicocokkan antara identitas dengan Formulir Model B.1.1-KWK
Perseorangan Perbaikan ftidak terdapat perbedaan dengan identitas
pendukung yang diverifikasi faktual perbakan sebagaimana vyang
dicontohkan terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan
atas nama Yetfik Karvawati dan Masduki. Terhadap dalil permohonan
Pemohon 8 gquo, Majelis Musyawarah menilai status tidak meamenuhi syarat
terhadap Yetik Karyawati dan Masduki (wide bukti PT.8) dan pokok
keterangan saksi atas nama Masduki terbukti terdapat hasil verifikasi
administrasi perbaikan yang bertentangan dengan indikator keabsahan
verifikasl administrasi perbaikan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal
18 ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupatl, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juncto BAB
IV huruf B Tabel 4.5 Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/O&/1/2020, Akan
tetapi, oleh karena formulir model BA 2-KWK Persecrangan Perbaikan
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tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data
Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 4
Agustus 2020 (vide Bukti P.11; Bukti T.45) menerangkan bahwa jumiah
dukungan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3.505 jumlah dukungan,
sedangkan jumiah kekurangan dukungan yang harus dipenuhl oleh
Pemohon untuk dapat memenuhi syarat minimal dukungan dinyatakan
DAPAT Makuhan pendaftaran adalah sebanyak 6415 jumiah dukungan,
maka Majelis Musyawarah menyimpulkan bahwa kendati pokok dalil
permohonan Pemohon & guo dapat dibuktikan serta dilakukan verifikasi

administrasi perbaikan ulang maupun verifikasi faktual perbaikan ulang
tearhadap dukungan Pemohon sebanyak 3505 jumiah dukungan dan
seluruh hasilnya dinyatakan Memenuhi Syarat, tidak mempengaruhi secara
signifikan syarat minimal dukungan untuk Pemohon dinyatakan DAPAT
melakukan pendaftaran,

nimbang bahwa dalil dalam alasan permohonan Pemohon angka 23 sub 3,
ng pada pokoknya menyebutkan Termohon dalam hal melakukan

kumpul yang telah disepakati. Terhadap dalil permohonan a quo, Termohon
dalam dalil jawabannya menerangkan yang pada pokcknya bahwa klaim
Pemohon vang menyatakan sudah mengumpulkan pendukung, namun PPS
tidak datang untuk melakukan venfikasi faktual, klaim tersebut tidak benar
oleh karena di lapangan tidak terjadi demikian, justru waktu yang disepakati
oleh PPS setempat dengan Tim Penghubung berbeda dengan yang
didalilkan karena dalam Rapat Koordinasi antara Termohon dan Tim
Penghubung Pemohon atas nama Hasbullah dan Baharuddin serta
Bawaslu Kabupaten Kutal Timur tanggal 6 Agustus 2020 telah disampaikan
bahwa B1.1-KWK Perseorangan Perbaikan akan diturunkan ke Kecamatan
pada tanggal 8 Agustus 2020 dan PPK menyampaikan kepada PPS pada
tanggal 9 Agustus 2020, yang mana tanggal tersebut hari pertama
dimulainya verifikasi faktual perbaikan sampai dengan tanggal 15 Agustus
2020. Terhadap dalil Pemohon & quo dan dall Termohon a quo, Majelis
Musyawarah menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama
Hasbullah dan H. Baharuddin Hannan, S.H, maupun bukb T.3, sebelum
dilaksanakan verifikasi faktual perbaikan, Termohon melakukan Rapat
Koordinasi dengan mengundang Pemohon pada tanggal & Agustus 2020,
yang mana dalam Rapat Koordinasi tersebut Termohon menginformasikan
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kepada Pemohon bahwa verifikasi faktual syarai dukungan perbaikan
pasangan calon perseorangan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan
15 Agustus 2020 di setiap Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kutai Timur,
Dengan adanya Rapat Koordinasi yang salah satu substansinya adalah
penyampaian informasi dari Termohon kepada Pemchon in casy Tim
Pendukung mengenai pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan yang dimulai
pada tanggal 8 Agustus 2020, maka sepatutnya Pemohon telah mengetahui
dan memahami bahwa awal pelaksanaan verifikasi faktual persecrangan
perbaikan adalah pada tanggal 9 Agustus 2020. Dengan demikian, Majelis
Musyawarah menyimpulkan dalil permohonan Pemohon & gquo tidak
beralasan;
Menimbang bahwa terhadap dalil-dall dan bukti-bukii lain yang diajukan oleh
Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon dan tidak
dapat dibuktikan oleh Pemohon, serta diluar kewenangan Majelis Musyawarah
untuk  memutus, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan  untuk
mampm‘tnmbangkannya

K‘Eéll’!ﬁ'ULAH

bang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum

= .semagmmana divraikan di atas, maka Maijelis Musyawarah menilai dan

berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang wakiu pengajuan permochonan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

2 Berita Acara BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi
Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten
Masa Perbaikan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek
sengketa Pamilihan;

3. Pemohon memiliki kedudukan hukum {iegal standing) dalam mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan,

4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan
Pemahon;

5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk
dikabulkan.




Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2018 tertanggal 28
Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
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MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kutal Timur
pada hari Sabfu tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua
puluh yang dihadiri oleh 1) Andi Mappasiling, 5.5 2) Andi Yusri, 5.5 3) Budi
Wibowo, S.E 4) Siti Akhlis Muafin, M.Pd masing-masing sebagai Anggota
Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta
terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal tiga belas bulan September
tahun dua ribu dua puluh oleh 1) Andi Mappasiling, 5.5 2) Andi Yusri, 5.5 3)
Siti Akhlis Muafin, M.Pd masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu
Kabupaten Kutai Timur dan dibantu oleh Hairy Anshari, M.Si sebagai
Sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Anggota Majelis Ketua Majelis Anggota Majelis
tid itd tid
Andi Yusd, 5.5 Andi Mappasiling, 5.5 Siti Akhlis Muafin, M Pd
Sekretaris
ttd
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